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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Tersangka dan 155
Gram Sabu Diamankan 
Polres Parigi Moutong

Sebanyak 7.197 Penerima 

Bansos di Parmout 
Terindikasi Judol

Kejati Sulteng Tangkap Buronan 
Kasus Korupsi Lahan Morowali

5.533 Hektare Sawah di Balinggi Terancam Tunda Tanam

Jangan Berhenti pada Lelang

Baca KEJATI Hal. 7

Baca TERINDIKASI Hal. 7

Baca TUNDA Hal. 7

Baca GUBERNUR Hal. 7

Gubernur Anwar Hafid Dorong Toili 
Jadi Percontohan Pertanian Modern

Baca TUNTASKAN Hal. 7

Baca TERSANGKA Hal. 7

SULTENG RAYA — Gubernur Sulawesi 
Tengah, Anwar Hafid menghadiri 

kegiatan Panen Raya Padi dan 
Tanam Padi dengan metode PM-AAS 

Provinsi Sulawesi Tengah di kawasan 
persawahan dataran Toili, Kabupaten 

Banggai, Kamis (10/9/2026).

KEGIATAN Panen Raya Padi di kawasan persawahan dataran Toili, Kabupaten Banggai, Kamis (10/9/2026). FOTO: IST

Kegiatan tersebut men-
jadi momentum penting 
dalam memperkuat komit-
men Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah terhadap 
peningkatan produktivitas 
pertanian, kesejahteraan 
petani, serta percepatan 
transformasi menuju perta-
nian modern.

Dalam sambutannya, 
Gubernur Anwar Hafid 
menyampaikan apresiasi 
atas kehadiran Menteri Per-
tanian bersama jajaran di 
Sulawesi Tengah. Menurut-
nya, dipilihnya Kabupaten 
Banggai sebagai lokasi ke-
giatan memiliki alasan stra-

tegis karena kawasan Toili 
merupakan salah satu sentra 
pangan utama di Sulawesi 
Tengah.

“Banggai ini adalah lum-
bung pangan Sulawesi Ten-
gah. Karena itu, saya mem-
bawa Pak Menteri datang ke 
Banggai,” ujar Anwar Hafid.

Gubernur mengungkap-
kan, dirinya secara khusus 
menemui Menteri Pertanian 
untuk mengundang dan 
meyakinkan agar dapat me-
lihat langsung kondisi per-
tanian di Sulawesi Tengah, 
khususnya di dataran Toili.

TIM TABUR Kejagung RI bersama Kejati Sulteng melakukan penangkapan terhadap buronan berinisial A, yang terlibat kasus tindak pidana korupsi 
pengadaan tanah pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat (11/9/2026). ANTARA/FOTO: HUMAS KEJATI SULTENG

BENDUNGAN SAUSU MENYUSUT

SULTENG RAYA  — 
Hamparan sawah di Keca-
matan Balinggi, Kabupaten 
Parigi Moutong, yang bi-
asanya bersiap menyambut 
musim tanam, kini harus 
menunggu lebih lama.

Penurunan debit air sun-
gai dan Bendungan Sausu 
yang menjadi salah satu 
sumber utama pengairan 
pertanian membuat keter-
sediaan air untuk lahan 
persawahan ikut berkurang. 
Kondisi tersebut berdampak 
terhadap sekitar 5.533 hekta- HAMPARAN areal sawah yang kering di Kecamatan Balinggi yang terancam tunda tanam. FOTO: IST

re lahan sawah di wilayah 
Kecamatan Balinggi.

Bagi petani, air menjadi 
penentu utama dimulainya 
musim tanam. Ketika paso-
kan belum mencukupi, ren-
cana yang sebelumnya telah 
disusun pun harus kembali 
disesuaikan.

Camat Balinggi, Hasanud-
din, mengatakan jadwal 
tanam yang sebelumnya 
telah ditetapkan terpaksa 
mengalami perubahan aki-

SULTENG RAYA - Ke-
jaksaan Tinggi (Kejati) Sula-
wesi Tengah (Sulteng) me-
nangkap seorang buronan 
terpidana kasus tindak pida-
na korupsi pengadaan tanah 
pada Pemerintah Kabupaten 
Morowali

Asisten Intelijen Kejati 
Sulteng  Salman mengata-
kan terpidana berinisial AL 
ditangkap di Kelurahan 
Lasoani, Kota Palu setelah 
berdasarkan permintaan ter-
tulis dari Kejari Morowali, 
yang  ditindaklanjuti  Kejati 
Sulteng melalui Surat Perin-
tah Operasi Intelijen dalam 
rangka pencarian DPO no-
mor: 69/P.2/Dip.4/08/2026 

SULTENG RAYA — Peredaran gelap narkotika 
di Kabupaten Parigi Moutong belum berhenti. Di 
tengah upaya memutus mata rantai peredaran 
barang haram tersebut, aparat Satuan Reserse Nar-
koba (Satresnarkoba) Polres Parigi Moutong terus 
bergerak, menyasar titik-titik yang diduga menjadi 
jalur masuk hingga peredaran sabu-sabu.

 IPTU Nicho Eliezer

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Parigi Moutong, mengatakan sebanyak 
7.197 penerima bantuan sosial (bansos) 
di wilayah itu terindikasi terlibat 
judi online (judol).

“Kasus ini menjadi perha-
tian kami, jika indikasi itu 
terbukti bisa berdampak 
kepada bantuan sosial pe-
merintah,” kata Kepala 
Bidang Pengelolaan Data 
Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) Dinas So-
sial (Dinsos) Parigi Mou-
tong Ayub Ansyari di 
Parigi, Jumat.

TUNTASKAN!

S U L T E N G 
RAYA -  Pen-
gungkapan ke-
beradaan satu 
j u t a  m e t r i k 
ton nikel tan-
pa pemilik di 
Sulawesi Ten-

gah oleh Badan 
Pemulihan Aset 
(BPA) Kejaksaan 
Agung, membu-
ka mata kita pada 

dua realitas sekaligus. Di 
satu sisi, ada efektivitas 
yang patut diapresiasi dari 
aparat penegak hukum 
dalam menyelamatkan po-
tensi kerugian negara. Di 
sisi lain, temuan fantastis 
ini memancarkan sinyal 
mengkhawatirkan tentang 
masih longgarnya tata kelola 
serta pengawasan industri 
ekstraktif di tanah air.

Dalam rapat kerja ber-

sama Komisi III DPR RI, 
Selasa (8/9/2026), Kepala 
BPA Patris Yusrian Jaya 
menyampaikan bahwa ko-
moditas berharga tersebut 
tengah diproses melalui 
pengadilan, agar ditetap-
kan sebagai barang temuan 
sebelum akhirnya dilelang 
untuk kas negara. Langkah 
ini melengkapi rekam jejak 
BPA yang dalam tiga tahun 
terakhir mencatatkan peny-
etoran Pendapatan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) sebesar 
Rp 26,04 triliun dari hasil pe-

mulihan puluhan ribu aset.
Secara keuangan nega-

ra, mekanisme lelang jelas 
memberikan dampak instan 
yang positif. Angka-angka 
penerimaan negara kerap 
dianggap sebagai parameter 
keberhasilan utama. Meski 
demikian, kita tidak boleh 
terjebak pada euforia keber-
hasilan administratif finan-
sial semata. Menjual barang 
rampasan atau barang te-
muan adalah penyelesaian 

Ayub Ansyari
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SULTENG RAYA - Memperin-
gati Hari Pelanggan Nasional 2026, 
PT PLN (Persero) Unit Pelaksana 
Pelayanan Pelanggan (UP3) Goron-
talo menggelar aksi kepedulian 
bertajuk PLN Goes To You. Kegi-
atan ini menjadi wujud apresiasi 
mendalam PLN atas kepercayaan 
seluruh pelanggan, sekaligus mo-
mentum untuk mendengar aspira-
si, mengevaluasi kualitas layanan, 
serta mempererat sinergi secara 
langsung di lapangan.

Kegiatan yang telah dilangsung-
kan pada 4–8 September 2026 itu, 
dipimpin langsung oleh Manager 
PLN UP3 Gorontalo, Hanggoro 
Nur Purwanto, didampingi jajaran 
Manajemen UP3 Gorontalo. Tim 
menyambangi berbagai lapisan 
masyarakat dan pemangku kepen-
tingan, mulai dari sektor peme-
rintahan, bisnis, UMKM, tempat 
ibadah, hingga pelanggan rumah 
tangga.

General Manager PLN Unit 
Induk Distribusi Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, dan Gorontalo 
(UID Suluttenggo), Usman Ban-
gun menegaskan Hari Pelanggan 
Nasional bukan sekadar seremoni 
tahunan, melainkan pengingat uta-
ma bagi seluruh insan PLN untuk 
terus menempatkan kepuasan pe-
langgan sebagai prioritas tertinggi.

“Pelanggan adalah pusat dari ke-
berlanjutan layanan PLN. Melalui 
program PLN Goes To You, kami 
tidak hanya sekadar menyapa, teta-
pi ingin memastikan bahwa seluruh 
lini masyarakat dapat merasakan 

kehadiran PLN yang responsif, 
andal, dan solutif,” ujar Usman.

Rangkaian kegiatan tersebut, PLN 
UP3 Gorontalo mendatangi sejum-
lah titik strategis. Pada sektor peme-
rintahan, tim menyambangi Kantor 
DPRD Kota Gorontalo. Sektor bisnis 
diwakili oleh Hulondallo Ballroom 
serta sektor UMKM Kreatif yakni 
Rumah Karawo. Sektor sosial diwa-
kili oleh Masjid Agung Baiturrahim 
Kota Gorontalo, sementara pelang-
gan rumah tangga disapa langsung 
saat berkunjung ke Unit Layanan 
Pelanggan (ULP) Telaga.

Inis iat i f  proakt i f  PLN ini 
mendapat sambutan hangat dari 
para pelanggan yang dikunjungi. 

Sekretaris DPRD Kota Gorontalo, 
Hj. N. R. Monoarfa, SE., MH., men-
gapresiasi keandalan pasokan listrik 
dan responsivitas PLN dalam mendu-
kung berbagai kegiatan kedewanan.

“Selama 6 tahun saya di sini 
mengurus administrasi, Alham-
dulillah sampai saat ini tidak ada 
aduan dari masyarakat mengenai 
pelayanan maupun infrastruktur 
kelistrikan. Berarti PLN memang 
sudah memberikan pelayanan ter-
baik,” ungkap Monoarfa.

Hal senada disampaikan General 
Manager Hulondallo Ballroom, Ste-
fanus Dani Kurniawan, serta Ketua 
Badan Takmirul Masjid Agung 
Baiturrahim Kota Gorontalo, Drs. 
H. Henson Polumulo, M.Si., yang 
mengapresiasi kemudahan serta 
kelancaran proses penambahan 
daya listrik di tempat ibadah ter-
sebut. */HJ

PLN UP3 Gorontalo Gelar 
Aksi Peduli ‘Goes To You’ 

Satlantas Touna 
Baksos di Tiga 
Rumah Ibadah

SULTENG RAYA- Politeknik 
Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes 
Palu Jurusan Kesehatan Lingkungan 
melalui program Desa Binaan terus 
berupaya mendorong masyarakat hi-
dup bersih dan sehat. Belum lama ini, 
Tim Poltekkes Palu menyasar warga 
di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, 
Kabupaten Donggala. 

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat 
Indro Subagyo, SKM., M.Kes., men-
gatakan kegiatan yang dilaksanakan 
di desa tersebut yakni pelatihan 
pengelolaan sampah rumah tangga 
melalui pembuatan pupuk kompos.

”Kegiatan ini menjadi bagian 
dari upaya mendukung penerapan 
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 
(STBM) sekaligus mendorong ke-
mandirian masyarakat dalam menja-
ga kebersihan lingkungan” katanya.

Selain itu, kata Indro, pelatihan ini 
merupakan kelanjutan dari kegiatan 
sebelumnya yang menitikberatkan 
pada pilar pertama STBM, yakni 
menghentikan praktik buang air 
besar sembarangan (BABS) dan 
pengelolaan sampah rumah tangga.

“Masyarakat tidak hanya diberi-
kan pemahaman secara teori, tetapi 
juga diajak mempraktikkan langsung 
cara mengolah limbah organik men-

jadi kompos yang dapat dimanfaat-
kan kembali. Pengelolaan sampah 
dari tingkat rumah tangga menjadi 
bagian penting dalam menciptakan 
lingkungan yang sehat dan berke-
lanjutan” jelasnya. 

Menurutnya, sampah organik 
yang selama ini dianggap sebagai 
limbah sebenarnya masih memiliki 
manfaat apabila dikelola dengan cara 
yang tepat.

“Persoalan sampah rumah tang-
ga tidak boleh berhenti di tempat 
pembuangan akhir. Melalui ino-
vasi pengomposan ini, kami ingin 
mengubah paradigma masyarakat 
bahwa limbah organik memiliki nilai 
tambah, baik secara ekologis maupun 
agronomis,” ujar Indro.

Ia menjelaskan, pengolahan sam-
pah organik menjadi kompos dapat 
membantu mengurangi potensi 
pencemaran lingkungan sekaligus 
menghasilkan bahan yang berman-
faat untuk meningkatkan kesuburan 
tanah.

Dengan demikian, masyarakat 
tidak hanya diajak membuang 
sampah pada tempatnya, tetapi 
juga memahami bagaimana sampah 
dapat diolah dan dimanfaatkan 
kembali. Program pemberdayaan 

masyarakat tersebut melibatkan 
dosen Program Studi D-III Sanitasi 
Palu. Para akademisi berperan se-
bagai fasilitator yang mendampingi 
masyarakat selama proses edukasi 
dan praktik pembuatan kompos, 
serta melibatkan mahasiswa Jurusan 
Kesehatan Lingkungan Poltekkes 
Kemenkes Palu.

Bagi mahasiswa, keterlibatan 
dalam program Desa Binaan menjadi 
kesempatan untuk menerapkan pen-
getahuan yang diperoleh di bangku 
kuliah sekaligus belajar memahami 
persoalan kesehatan lingkungan 
yang dihadapi masyarakat secara 
langsung.

Program Desa Binaan Poltekkes 
Kemenkes Palu di Desa Bale diharap-
kan dapat menjadi contoh penerapan 
STBM yang tidak hanya berorientasi 
pada perubahan perilaku, tetapi juga 
mendorong masyarakat memiliki 
kemampuan mengelola persoalan 
sanitasi secara mandiri.

Dari kebiasaan menghentikan 
BABS hingga kemampuan mengolah 
sampah organik menjadi kompos, 
perubahan tersebut diharapkan 
menjadi langkah konkret menuju 
lingkungan desa yang lebih bersih, 
sehat dan berkelanjutan. */AMR

SULTENG RAYA – Per-
sonel Kompi 4 Batalyon B 
Pelopor Satbrimob Polda 
Sulteng, bergerak mela-
kukan upaya pemadaman 
kebakaran hutan dan la-
han yang terjadi di wilayah 
Desa Sulewana, Kecamatan 
Pamona Utara, Kabupaten 
Poso, Rabu (9/9/2026) sore. 
Dalam penanganannya, per-
sonel bahu-membahu bersa-
ma Personel Polsek Pamona 
Utara dan tim pemadam 
kebakaran PLTA PT. Poso 
Energy untuk memema-
damkan api yang berada di 
areal perbukitan.

Medan perbukitan yang 
menjadi lokasi kebakaran 
membuat proses pemadaman 
membutuhkan penanganan 
secara bersama dan berke-
lanjutan. Personel Kompi 4 
Batalyon B Pelopor bersama 
tim Damkar PLTA PT. Poso 
Energy terus berupaya men-
jangkau area yang terbakar 
dan melakukan pemadaman 
hingga kobaran api berhasil 
dikendalikan.

Ipda Hartoyo yang turut 
berada di lokasi mengata-
kan, upaya pemadaman 

dilakukan bersama dengan 
memperhatikan kondisi 
medan serta perkembangan 
api di lapangan.

“Kami bersama tim Dam-
kar Poso Energy berupaya 
semaksimal mungkin untuk 
memadamkan api agar tidak 
meluas. Setelah api berhasil 
dipadamkan, kami kembali 
melakukan pengecekan di 
sekitar lokasi untuk memas-
tikan tidak ada lagi titik api 
yang masih menyala,”ujar 
Hartoyo.

Usai proses pemadaman, 
personel Kompi 4 Batalyon 
B Pelopor bersama tim kem-
bali melakukan pemantauan 
pada areal yang sebelumnya 
terbakar. Langkah tersebut 
dilakukan untuk memas-
tikan tidak terdapat bara 
atau titik api yang berpo-
tensi kembali menyala dan 
menimbulkan kebakaran 
susulan.

Danki 4 Batalyon B Pe-
lopor AKP Krisno H. Songko 
mengatakan, penanganan 
kebakaran dilakukan den-
gan mengedepankan kerja 
sama dan koordinasi bersa-
ma pihak terkait, khususnya 

dalam mengantisipasi melu-
asnya api di wilayah yang 
memiliki kondisi medan 
perbukitan.

“Sinergi di lapangan san-
gat penting dalam penan-
ganan kebakaran. Tidak ha-
nya melakukan pemadaman, 
personel juga memastikan 
kondisi setelah api padam 
melalui pemantauan kem-
bali agar potensi munculnya 
titik api dapat segera dike-
tahui,”ungkapnya.

Sementara itu,  pihak 
perangkat Desa Sulewana 
menyampaikan apresiasi 
dan ucapan terima kasih 
kepada personel Kompi 
4 Batalyon B Pelopor ser-
ta tim Damkar PLTA PT. 
Poso Energy yang telah 
bersama-sama membantu 
menangani kebakaran di 
wilayah tersebut.

Penanganan tersebut 
menjadi wujud sinergi an-
tara aparat, pihak perusa-
haan dan pemerintah desa 
dalam merespons kejadian 
kebakaran sekaligus memas-
tikan kondisi wilayah tetap 
aman setelah api berhasil 
dipadamkan. AMR

Bukit Desa Sulewana Terbakar, 
Personel Brimob Bersinergi Padamkan Api

Latih Warga Desa Bale Buat Pupuk Kompos

PERSONEL Kompi 4 Batalyon B Polopor bersama sejumlah pihak bersinergi memadamkan api yang memba-
kar area perbukitan di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, belum lama ini. FOTO: DOK.SATBRIMOB POLDA SULTENG

SULTENG RAYA – Satuan Lalu 
Lintas (Satlantas) Polres Tojo Una-
una (Touna) menggelar bakti sosial 
(baksos) di tiga rumah ibadah di wi-
layah Ampana, Jumat (11/9/2026). 
Kegiatan tersebut menjadi bagian 
dari rangkaian peringatan HUT Lalu 
Lintas ke-71 Tahun 2026 sekaligus 
wujud kepedulian Polri terhadap 
masyarakat.

Kegiatan itu dipimpin langsung 
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 
Touna AKP H. Siswanto, S.H., M.H., 
bersama personel Satlantas. Baksos 
menyasar Masjid Al Muhajirin di 
Kelurahan Uemalingku, Gereja Pen-
takosta di Kelurahan Uentanaga Ba-
wah, serta Pura Dharma Sahwahita 
di Kelurahan Uemalingku.

Siswanto mengatakan, kegiatan 
tersebut tidak sekadar menjadi rang-
kaian peringatan HUT Lalu Lintas, 
tetapi juga bentuk nyata kehadiran 
Polri dalam memberikan manfaat 
dan membangun kedekatan dengan 
masyarakat.

“Terjalinnya hubungan yang lebih 
erat antara Polri, khususnya Satlan-
tas, dengan masyarakat melalui kegi-
atan sosial dan kepedulian terhadap 
sesama,” ujar Siswanto.

Menurutnya, kehadiran personel 
Satlantas di rumah-rumah ibadah 
diharapkan dapat memberikan 
manfaat sekaligus memperkuat 
rasa kebersamaan antara kepolisian 
dan masyarakat. Baksos tersebut 
juga menjadi ruang bagi personel 

untuk berinteraksi langsung den-
gan warga dan pengurus rumah 
ibadah. Kehadiran polisi tidak 
hanya dirasakan dalam pelaksa-
naan tugas lalu lintas, tetapi juga 
melalui kepedulian sosial di tengah 
masyarakat.

Kasat menegaskan, semangat ke-
bersamaan dan kepedulian menjadi 
bagian penting dalam membangun 
hubungan yang harmonis antara 
Polri dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami 
ingin menunjukkan bahwa Polri 
hadir tidak hanya dalam tugas pe-
negakan dan pelayanan lalu lintas, 
tetapi juga untuk berbagi dan mem-
berikan manfaat bagi masyarakat,” 
katanya. AMR

POLTEKKES PALU

PLN UP3 Gorontalo hadir menyapa pelanggan di meja costumer service, belum 
lama ini. FOTO : DOK.PLN

SEMARAKKAN HARI PELANGGAN NASIONAL 2026

SEJUMLAH personel Satlantas Polres Touna, saat membersihkan salah satu rumah ibadah di Ampana, Jumat (11/9/2026). FOTO: 

DOK.SATLANTAS TOUNA

TIM Pengabdian Poltekkes Palu, berfoto bersama usai melaksanakan pelatihan membuat pupuk kompos kepada warga di Desa 
Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, belum lama ini. FOTO: DOK. TIM POLTEKKES PALU



Sulteng nambaso
SULTENG RAYA

3SABTU, 12 SEPTEMBER 2026

Peringatan ini ditandai 
dengan Upacara bendera di 
halaman Kantor Kemenhaj 
Sulteng kompleks Asrama 
Haji Transit Palu. Upacara 
sederhana namun khidmat 
itu dipimpin Kakanwil Ke-
menhaj Sulteng, H. Muchlis 
selaku inspektur upacara.

Penetapan tanggal 8 Sep-
tember sebagai Hari Khi-
dmat Haji dan Umrah ini 
didasarkan pada Keputusan 
Menteri Haji dan Umrah 
(KMHU) Nomor 81 tahun 
2026, tanggal 2 September 
2026.

Tepat satu tahun yang 
lalu, pada 8 September 2025, 
Kementerian Haji dan Um-
rah resmi berdiri berdasar-
kan Peraturan Presiden No-
mor 92 Tahun 2025. Momen 
bersejarah tersebut ditandai 
dengan pelantikan Mocha-

mad Irfan Yusuf sebagai 
Menteri Haji dan Umrah 
serta Dahnil Anzar Siman-
juntak sebagai Wakil Men-
teri oleh Presiden Prabowo 
Subianto.

Dalam amanatnya, Ka-
kanwil mengatakan keha-
diran Kementerian Haji dan 
Umrah secara kelembagaan 
ditegaskan melalui Kepu-
tusan Presiden Nomor 92 
Tahun 2025 tentang Kemen-
terian Haji dan Umrah.

Keppres tersebut, bukan 
sekadar dasar pembentukan 
sebuah lembaga baru. Ia 
merupakan amanah negara 
kepada kita untuk meng-
hadirkan penyelenggaraan 
haji dan umrah yang sema-
kin profesional, transparan, 
akuntabel, terintegrasi, dan 
berorientasi kepada kepen-
tingan jemaah. 

KANWIL Kemenhaj Provinsi Sulteng saat memperingati Hari Khidmat Haji dan Umrah ke-1 dengan 
menggelar upacara pada Selasa (8/9/2026). FOTO: DOK KANWIL KEMENHAJ SULTENG

SATU TAHUN KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

Kanwil Kemenhaj Sulteng Perkuat 
Komitmen Pelayanan Jemaah

SULTENG RAYA - Kantor Wilayah (Kanwil) 
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Pro-
vinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperingati 
Hari Khidmat Haji dan Umrah ke-1 yang jatuh 

pada Selasa (8/9/2026).

"Karena itu, lahirnya ke-
menterian ini bukan akhir 
dari perjuangan..Justru in-
ilah awal dari tanggung 
jawab yang lebih besar. 
Kementerian boleh baru, 
tetapi amanah melayani 
jemaah bukanlah amanah 
yang baru" tegas Muchlis.

Muchlis juga menjelaskan 
makna kata Khidmat. "Khid-
mat berarti melayani dengan 
ketulusan, integritas, kesa-
baran dan tanggung jawab..
Jemaah yang kita layani 
bukan sekadar masyarakat 
yang membutuhkan pelay-
anan administrasi. Mereka 
adalah saudara-saudara 
kita yang telah menunggu 
bertahun-tahun untuk me-
menuhi panggilan Allah ke 
Baitullah. Karena itu, setiap 
jemaah harus kita layani 
dengan hati," tegas Muchlis.

Upacara peringatan Hari 
Khidmat Haji dan Umrah 
pertama diikuti para Pejabat 
dan ASN di Lingkungan 
Kanwil Kemenhaj Sulteng, 
Kantor Kemenhaj Kota Palu, 
Kantor Kemenhaj Kab Sigi 
dan Donggala.*/YAT

Di sirkuit yang familiar 
baginya itu, dia meneruskan 
performa apik dalam pertar-
ungan sengit menghadapi 
rival-rival. Rider AS BLU 
CRU Racing Team itu mem-
berikan perlawanan untuk 
mengejar poin tambahan di 
klasemen. Start dari posisi 
16 race 1, dia melaju cepat 
hingga berada di urutan 9 
pada lap 1. Berupaya tampil 
positif, pembalap binaan Ya-
maha Racing Indonesia itu 
akhirnya finish ke-9. Pering-
katnya berubah naik satu 
tingkat ke-8 setelah Filippo 
Farioli (VFT Racing Yama-
ha) mendapatkan penalti.

Race 2 diawali Aldi Satya 
Mahendra dari P2 karena 
fastest lap yang dicapainya 
pada race 1. Posisi itu diman-
faatkannya sebaik mungkin, 
dia menempati urutan 4 lap 
1. Balapan sempat dihenti-
kan karena ada rider crash, 
lalu dilanjutkan dengan sisa 
5 lap dimana Aldi Satya Ma-
hendra di posisi 8. Race pun 
dituntaskannya di grid 9.

”Masuk 10 besar race se-
kaligus mendapatkan poin 
dari  seri  Magny-Cours 
adalah hasil yang membantu 
saya untuk posisi di klase-
men menjelang akhir mu-
sim. Saya perlu membenahi 

ALDI Satya Mahendra di World Supersport. FOTO: YAMAHA

Posisi Klasemen Aldi Satya 
Mahendra Naik Dua 

Tingkat di World Supersport

SULTENG RAYA – Konsistensi Aldi Satya 
Mahendra mempertahankan hasil race top 10 
berlanjut pada seri 9 World Supersport yang 
diadakan di Magny-Cours Prancis, 4-6 Sep-
tember 2026.

penampilan agar mendapat-
kan result yang lebih baik 
pada 3 putaran terakhir. 
Mudah-mudahan tidak ada 
kendala dan saya mampu 
menyelesaikan musim ini 
dengan optimal,” ungkap 
Aldi Satya Mahendra.

Aldi Satya Mahendra 
menduduki peringkat 9, 
naik 2 posisi dari sebelum-
nya ke-11 dan mengumpul-
kan 126 poin di klasemen 
sementara. Masih terbuka 
peluang meningkatkan po-
sisi, dimana jarak dengan 
pembalap di 5 besar cukup 
dekat. Kini tersisa 3 round 
di Cremona Italia, Estoril 
Portugal dan Jerez Spanyol.

” S e l e p a s  s e r i  M a g -
ny-Cours, perbaikan akan 
dilakukan buat menghadapi 
putaran-putaran berikut-
nya dimana yang terdekat 
adalah di Cremona. Dari 9 
putaran yang sudah dijalani, 
Aldi Satya Mahendra sang-
gup mencetak prestasi podi-
um, juga kerap menembus 
top 5 dan top 10. Ini merupa-
kan progress yang sangat 
berarti dalam musim ke-2 
dia di World Supersport. 
Aldi Satya Mahendra sudah 
menuai banyak pengalaman 
dan makin mempertajam 
kualitas performa sebagai 
modal kuat merampungkan 
kejuaraan tahun ini den-
gan prima,” papar Wahyu 
Rusmayadi, Manager Mo-
torsport PT Yamaha Indo-
nesia Motor Manufacturing 
(YIMM).*/HJ

SULTENG RAYA – Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Kelas II Palu 
memperkuat pengawasan 
dan evaluasi terhadap pe-
laksanaan pembinaan dan 
pendidikan bagi Anak Bi-
naan, Kamis (10/9/2026). 
Rapat dipimpin langsung 
oleh Kepala LPKA Kelas II 
Palu, Welli, dan diikuti oleh 
seluruh jajaran.

Dalam evaluasi tersebut, 
perkembangan masing-ma-
sing Anak Binaan menjadi 
bahan pembahasan secara 
menyeluruh. 

Aspek  kedis ip l inan , 
perubahan perilaku, ke-
terlibatan dalam kegiatan 
pendidikan, serta keaktifan 
mengikuti berbagai program 
pembinaan menjadi bagian 
penting yang diperhatikan.

LPKA Kelas II Palu saat menggelar evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pendidikan bagi Anak Binaan, Kamis (10/9/2026). 
FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Dorong Anak Binaan 
Terus Belajar dan Berkembang

Evaluasi secara berkala 
dilakukan untuk memasti-
kan setiap program berjalan 
sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisi masing-masing 
anak. 

Selain pembinaan kepri-
badian dan keterampilan, 
pendidikan menjadi salah 
satu perhatian utama LPKA 
Palu dalam mempersiapkan 
masa depan Anak Binaan.

Saat ini, dari 41 Anak Bi-
naan di LPKA Kelas II Palu, 
sebanyak 2 anak masih me-
nempuh pendidikan formal, 
sementara 21 anak mengi-
kuti pendidikan nonformal 
melalui program kesetaraan 
Paket A, B, dan C. Adapun 
18 anak yang telah menyele-
saikan pendidikan sekolah 
mendapatkan pembekalan 
melalui pelatihan yang bero-
rientasi pada keterampilan 
dan kesiapan memasuki 
dunia kerja.

Kepala LPKA Kelas II 
Palu, Welli, menegaskan 
bahwa perkembangan Anak 
Binaan terus dipantau secara 
berkelanjutan sebagai dasar 
untuk menentukan langkah 
pembinaan berikutnya.

“Perkembangan perilaku, 

kedisiplinan, pendidikan, 
dan keikutsertaan dalam 
program pembinaan terus 
kami pantau. 

Hasil pemantauan terse-
but menjadi bahan penting 
dalam evaluasi untuk me-
nentukan langkah pem-
binaan selanjutnya yang 
sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing anak,” jelas 
Welli. Sementara itu, Kepala 
Seksi Pembinaan LPKA Ke-
las II Palu, Andi Nuryadin, 
menjelaskan bahwa pendi-
dikan merupakan bagian 
penting dalam proses pem-
binaan. LPKA Palu terus 
mendorong agar Anak Bin-
aan tetap mendapatkan hak 
pendidikan sesuai dengan 
jenjang dan kebutuhannya.

“Pendidikan menjadi sa-
lah satu fokus utama dalam 
pembinaan Anak Binaan. 
Kami berupaya memastikan 
mereka tetap dapat mengi-
kuti pendidikan, sehingga 
masa pembinaan tidak men-
jadi penghalang bagi mere-
ka untuk terus belajar dan 
meraih cita-cita,” ujar Andi.

Menurut Andi, perhatian 
terhadap pendidikan tidak 
berhenti ketika Anak Binaan 

menyelesaikan masa pembi-
naannya di LPKA. 

Pihaknya juga berupaya 
membangun kesinambun-
gan pendidikan agar anak 
tetap dapat melanjutkan 
proses belajar setelah kem-
bali ke keluarga dan masy-
arakat. “Kami tidak ingin 
pendidikan mereka berhenti 
ketika mereka bebas. Karena 
itu, kami terus berupaya 
agar pendidikan yang se-
dang dijalani dapat berlan-
jut setelah mereka kembali 
ke masyarakat,” lanjutnya. 
Upaya tersebut menjadi 
bagian dari komitmen LPKA 
Kelas II Palu untuk memasti-
kan pembinaan tidak hanya 
berlangsung selama Anak 
Binaan berada di dalam 
LPKA, tetapi juga memberi-
kan bekal untuk kehidupan 
setelah bebas. 

Melalui pendidikan, pem-
bentukan karakter, serta 
pelatihan keterampilan yang 
berkelanjutan, LPKA Palu 
mendorong setiap Anak 
Binaan untuk terus berkem-
bang, memiliki kesiapan 
kembali ke masyarakat, dan 
menatap masa depan den-
gan lebih optimistis.*/YAT
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SULTENG RAYA - Gu-
bernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Sri Sultan Ha-
mengku Buwono X kembali 
menjadi korban rekayasa 
kecerdasan buatan (AI). 
Kali ini, wajah dan suaranya 
dimanipulasi dalam sebuah 
video dan digunakan seolah-
olah untuk mempromosikan 
layanan pengelolaan keuan-
gan atau leasing.

Pemda DIY memastikan 
video tersebut merupakan 
hoaks. Dalam video klari-
fi kasi yang diunggah oleh 
akun Instagram Pemda DIY 
@humasjogja dengan label 
hoaks, terlihat suara dan 
gerak bibir Sultan tampak 
dimanipulasi menggunakan 
video lama sehingga seolah-
olah tengah menyampaikan 
promosi layanan keuangan 
tertentu. Sementara pernya-
taan lengkap yang dianggap 
sebagai materi promosi telah 
disensor.

"WASPADA HOAKS 
MENGATASNAMAKAN 
GUBERNUR DIY! Sedulur, 
beredar sebuah video di 
Facebook yang menam-
pilkan Gubernur DIY, Sri 
Sultan Hamengku Buwono 
X mempromosikan layanan 
atau produk tertentu. Me-
respons beredarnya video 
tersebut, Humas Pemda DIY 
menyatakan video tersebut 
100% merupakan HOAKS 
yang dibuat menggunakan 
teknologi AI," tulis keteran-
gan dalam unggahan akun 
Instagram @humasjogja 
seperti dilihat Republika, 
Selasa (8/9/2026).

"Konten seperti ini bi-
asanya dibuat dan diman-
faatkan untuk mengelabui 
masyarakat, termasuk men-
garahkan ke layanan yang 
terindikasi penipuan atau 
aktivitas ilegal, seperti pen-
curian data atau uang. Perlu 
Sedulur ketahui, Gubernur 
DIY maupun Pemda DIY 
tidak pernah mempromo-
sikan layanan penipuan, 
perjudian, maupun bentuk 
scam lainnya. Untuk itu, 
Sedulur diimbau untuk se-
nantiasa waspada dan ber-
hati-hati. Jangan langsung 
percaya akan segala kon-
ten yang beredar, apalagi 
asal klik tautan yang dican-
tumkan. Selalu pastikan 
informasi dari kanal resmi 
Pemda DIY dan lebih was-
pada terhadap konten yang 
memanfaatkan teknologi AI 
untuk meniru tokoh publik. 
Jangan sampai kita menjadi 
korban penipuan!," lanjut 
keterangan tersebut.

Terkait ini, Koordinator 

Substansi Bagian Humas 
Biro Umum, Humas, dan 
Protokol Setda DIY, Ditya 
Nanaryo Aji, mengatakan 
video tersebut terindikasi 
sebagai konten scam atau 
penipuan yang dibuat den-
gan memanfaatkan tekno-
logi AI.

Ditya mengatakan, sejum-
lah kejanggalan sebenarnya 
dapat dikenali dari video 
tersebut. Namun, masih ba-
nyak pengguna media sosial 
yang memberikan respons 
positif terhadap unggahan 
video tersebut di Facebook.

"Jika dilihat dari kasat 
mata, banyak kejanggalan 
dari video tersebut," ujarnya 
dikonfi rmasi wartawan.

"Namun, ternyata banyak 
yang memberikan respons 
positif terhadap unggahan 
video tersebut di Facebook. 
Artinya mungkin masih ada 
yang menganggap video 
tersebut benar," katanya 
menambahkan.

Kondisi tersebut men-
jadi perhatian Pemda DIY 
karena teknologi AI kini 
semakin mudah digunakan 
untuk membuat konten 
yang menyerupai tokoh ter-
tentu. Konten semacam itu 
dapat dimanfaatkan untuk 
membangun kepercayaan 
korban sebelum diarahkan 
pada layanan atau tautan 
yang berpotensi merugikan.

Masyarakat kemudian 
diminta tidak mempercayai 
maupun menyebarluaskan 
video tersebut dan dapat 
memastikan kebenarannya 
melalui kanal resmi Pemda 
DIY. 

Selain itu, Dinas Kom-
info DIY turut melakukan 
sosialisasi secara langsung 
dengan sasaran masyarakat 
hingga tingkat kalurahan 
agar tidak menjadi korban 
hoaks. 

"Semoga dengan adanya 
sosialisasi dari kami, dapat 
memberikan pencerahan te-
rutama bagi para pengguna 
Facebook yang rata-rata di 
usia boomer, gen X, dan ear-
ly gen Y, bahwa teknologi AI 
sekarang sudah berkembang 
sedemikian rupa dan patut 
diwaspadai," kata Ditya.

Kasus ini bukan pertama 
kalinya Sultan HB X menjadi 
sasaran rekayasa AI. Pada 
Juli 2026 lalu, beredar video 
lain yang menampilkan Sul-
tan seolah menyampaikan 
pernyataan terkait transaksi 
suatu barang. Pemda DIY 
ketika itu juga memastikan 
video tersebut merupakan 
rekayasa dan mengarah 
pada modus penipuan.RPB

FOTO: IST

Sultan HB X Kembali Jadi 
Korban Rekayasa AI

Kasubsie Ops dan Siaga 
Basarnas Rizky Dwianto 
mengatakan, tim akan mem-
perluas perimeter pencarian 
di kawasan Selat Sunda ter-
sebut. “Dalam pelaksanaan 
pencarian di hari kedua ini, 
tim SAR gabungan akan 
membagi operasi pencarian 
menjadi empat unit SRU 
(search and rescue) untuk 
memperluas cakupan area 
pencarian,” kata Rizky mel-
alui pesan kepada wartawan 
di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Para tim pencari tersebut 
terbagi ke dalam empat 
kapal. SRU-1, menggunakan 

KN SAR Tetuka 247. Kapal 
tersebut akan melakukan 
pencarian melalui penyisi-
ran sejauh 68,3 nautical mile 
(NM) dan jarak antarjalur 
pencarian atau spacing 3 
NM. SRU-1 menggunakan 
KAL Anyer dengan total 
jarak penyisiran sekitar 69,5 
NM dan spacing 3 NM.

“Kedua SRU tersebut 
melakukan pencarian di 
area perairan yang telah 
ditentukan berdasarkan 
perencanaan operasi SAR,” 
kata Rizky.

Sementara SRU-3 meng-
gunakan RIB-01 Lampung 

GUNUNG Anak Krakatau menyemburkan material vulkanik ke udara setelah erupsi di Selat Sunda, Sabtu (5/9/2026). Gunung Anak 
Krakatau saat ini berada pada tingkat siaga tertinggi kedua. FOTO: EPA

Pewarta Foto Hilang Kontak 
di Perairan Anak Krakatau

SULTENG RAYA - SAR Nasional men-
gerahkan empat tim untuk mencari kapal 
cepat penumpang yang hilang kontak di 
perairan Gunung Anak Krakatau sejak Senin 
(7/9/2026). Kapal cepat tersebut membawa 
delapan orang, termasuk lima di antaranya 
para jurnalis foto media.

dengan cakupan penyisiran 
67 NM dan spacing 1NM. 
SRU-4 menggunakan RIB-02 
Banten yang akan melaku-
kan penyisiran di sepanjang 
Pulau Rakata dan Pulau 
Panjang. Dua pulau terse-
but menjadi salah satu area 
pencarian berdasarkan hasil 
dari evaluasi pencarian yang 
sudah dilakukan kemarin, 
Selasa (8/9/2026). 

Menurut Rizky dalam 
pencarian di hari kedua kali 
ini, tim gabungan juga akan 
mengerahkan drone thermal 
untuk pemantaun lebih luas 
dari udara. 

Sejak Senin (7/9/2026) 
sore, sebuah kapal cepat dari 
Dermaga Pandeglang Carita 
membawa lima jurnalis foto 
untuk melakukan pelipu-
tan aktivitas Gunung Anak 
Krakatau yang mengalami 
erupsi dan berstatus awas 
sejak pekan lalu.

Sejak aktivitas vulkanis 
gunung berapi di Selat 

Sunda itu, pemerintah me-
netapkan 3 Kilometer (Km) 
sebagai radius steril dari 
aktivitas manusia. Selain 
membawa lima jurnalis, 
kapal cepat itu juga mem-
bawa tiga kru kapal.

Kapal tersebut bertolak 
dari dermaga sekitar pukul 
14:00 WIB, dan sempat mela-
kukan kontak terakhir pada 
pukul 14:42 WIB. Jarak tem-
puh dari Carita ke kawasan 
Gunung Anak Krakatau 
sekitar dua jam. Berdasar-
kan sejumlah informasi di 
kalangan pewarta foto, rom-
bongan para jurnalis foto itu 
akan mengambil gambar 
dan video aktivitas malam 
Gunung Anak Krakatau.

Akan tetapi, sampai Senin 
malam, rombongan tersebut 
sudah tak dapat dihubun-
gi, dan dikatakan hilang 
kontak. Pelaporan status 
hilang, baru dilakukan oto-
ritas media pada Selasa 
(8/9/2026) siang dan proses 

pencarian oleh tim SAR 
gabungan baru dilakukan 
sejak Selasa sore. Hingga 
Rabu (9/9/2026), belum ada 
kabar tentang nasib para 
jurnalis dan kru kapal terse-
but. Delapan orang di kapal 
yang hilang kontak tersebut 
di antaranya, Warta yang 
merupakan kapten kapal (55 
tahun), Surakman (60) yang 
diketahui sebagai anak buah 
kapal, dan Heriyanto (49) 
selaku pemandu.

Adapun lima pewarta 
yang hilang, atas nama M 
Bagus Khoirunnas selaku 
pewarta foto LKBN Anta-
ra, Arie Basuki fotografer 
Merdeka, Yudistiro Pranato 
jurnalis foto dari INews, 
kemudian Firdaus Wajid se-
bagai videografer Anadolu 
Agency, dan Donal sebagai 
freelance.

Sebelumnya pada Selasa 
(8/9/2026) malam, pemi-
lik kapal yang membawa 
rombongan jurnalis untuk 
meliput erupsi Gunung 
Anak Krakatau, Sandi Wia-
sa, memastikan kapal dalam 
kondisi layak berlayar dan 
dilengkapi dokumen serta 
jaket pelampung saat berto-
lak dari Dermaga Pegedon-
gan, Carita, Banten, Senin. 
“Kapal yang dipergunakan 
adalah kapal saya, itu be-
rangkat kemarin sekitar jam 
14.00 WIB lebih dari Derma-
ga Pegedongan,” kata Sandi.

Sandi mengatakan kon-
disi perairan ketika kapal 
berangkat tergolong normal 
dan kapal membawa de-
lapan orang, sesuai dengan 
kapasitas kapal.

“Masih layak. Kapal layak 
untuk jalan,” ujar dia.

Ia juga memastikan kapal 
memiliki dokumen perizi-
nan serta jaket pelampung. 
“Untuk kelengkapan, untuk 
perizinan kita ada, surat-su-
rat kapal kita ada, terus life 
jacket ada, Pak,” kata Sandi.

Menurut Sandi, informasi 
mengenai kapal yang tidak 
dapat dihubungi pertama 
kali diterimanya dari Ka-
polsek Carita sekitar pukul 
13.00 WIB. Ia mengatakan 
tidak menerima informasi 
tersebut langsung dari nak-
hoda kapal.

Kapal tersebut juga memi-
liki global positioning sys-
tem (GPS) portabel, tetapi 
Sandi mengaku tidak men-
getahui apakah perangkat 
tersebut dapat digunakan 
untuk melacak posisi kapal. 
Setelah mengetahui kapal 
hilang kontak, Sandi turut 
berupaya mencari informasi 
dengan menghubungi se-
jumlah kerabat di wilayah 
Pulau Sebesi, Lampung 
serta berkoordinasi dengan 
Basarnas. “Ya, saya sudah 
menghubungi beberapa 
saudara-saudara kita yang 
ada di wilayah Sebesi, Lam-
pung. Alhamdulillah seka-
rang juga sedang berusaha 
untuk membantu pencarian 
dengan nelayan-nelayan-
nya,” kata dia.

Sandi mengatakan per-
jalanan dari Carita menuju 
kawasan Krakatau biasanya 
membutuhkan waktu seki-
tar dua jam. Ia juga mem-
benarkan bahwa pemandu 
dalam rombongan sempat 
mengirimkan foto kondisi 
Gunung Anak Krakatau 
kepada istrinya. “Masih ada 
dengan guide-nya, Pak,” 
ujar Sandi.RPB

SULTENG RAYA - Men-
teri Luar Negeri Prancis Jean-
Noel Barrot, mengatakan, 
sebelas negara Eropa dan Ka-
nada pada Selasa (8/9/2026) 
mengumumkan rencana un-
tuk memberlakukan pem-
batasan nasional terhadap 
perdagangan barang dengan 
permukiman Israel yang dini-
lai ilegal berdasarkan hukum 
internasional. Deklarasi itu 
salah satu tujuannya untuk 
mempertahankan masa de-
pan solusi dua negara Israel 
dan Palestina. 

“Hari ini, Prancis, Inggris, 
Kanada, Denmark, Spanyol, 
Finlandia, Irlandia, Islandia, 
Norwegia, Polandia, Portu-
gal, dan Swedia menegaskan 
niat mereka untuk member-
lakukan pembatasan nasio-
nal terhadap perdagangan 
barang dengan permukiman 
yang ilegal berdasarkan hu-
kum internasional dan/atau 
mendukung pembatasan 
Eropa untuk tujuan tersebut,” 
kata Barrot dalam deklarasi 
bersama. Pernyataan tersebut 
menegaskan kembali bahwa 
ke-12 negara itu “secara se-
rius mempertimbangkan” 
untuk menerapkan pem-
batasan semacam itu atau 
langkah-langkah lainnya 
sesuai dengan prosedur na-
sional masing-masing.

“Dalam hal ini, Prancis, In-
ggris, dan Kanada menyam-
but langkah-langkah signifi -
kan yang telah diambil oleh 
Irlandia, Spanyol, Belanda, 
Norwegia, dan Belgia, serta 
akan mengusulkan lang-
kah-langkah nasional untuk 
melarang perdagangan ba-
rang yang berasal dari per-
mukiman,” tambah deklarasi 
tersebut.

Deklarasi itu mengecam 
tindakan yang dilakukan 
pemerintah Israel di Tepi 
Barat yang dinilai merusak 
peluang terwujudnya solusi 
dua negara. “Situasi mem-
buruk dengan cepat karena 
kekerasan oleh pemukim dan 
perluasan permukiman telah 
mencapai tingkat yang belum 
pernah terjadi sebelumnya, 
termasuk keputusan yang 

Inggris, Eropa dan Kanada Kompak 
Boikot Produk Impor dari Israel

tidak dapat diterima untuk 
membuka tender bagi pro-
yek permukiman E1,” tegas 
pernyataan tersebut.

Ke-12 negara itu juga me-
nekankan pentingnya mem-
pertahankan peluang terwu-
judnya solusi dua negara. 
Mereka pun menyatakan 
tekad untuk mengupayakan 
perdamaian yang adil dan 
langgeng.

“Kami dengan tegas men-
entang setiap tindakan yang 
mengakibatkan aneksasi wi-
layah Palestina dan peminda-
han paksa penduduk Palesti-
na,” kata deklarasi tersebut.

Pernyataan itu juga men-
desak Israel segera menghen-
tikan perluasan permukiman 
ilegal dan kewenangan ad-
ministratif sipil, sekaligus 
memastikan pemukim yang 
bertanggung jawab atas keke-
rasan dimintai pertanggung-
jawaban dan menyelidiki 
tuduhan yang melibatkan 
pasukan Israel.

Menteri Luar Negeri Ing-
gris Ed Miliband juga telah 
mengumumkan bahwa nega-
ranya akan memberlakukan 
larangan impor barang atau 

produk yang diproduksi di 
permukiman ilegal Israel 
di wilayah Tepi Barat yang 
diduduki. Kebijakan tersebut 
menjadi langkah menonjol In-
ggris sejak mengakui negara 
Palestina tahun lalu.

Pengumuman soal pelaran-
gan impor produk dari per-
mukiman ilegal Israel di Tepi 
Barat disampaikan Miliband 
saat berbicara di parlemen In-
ggris, Selasa (8/9/2026). Dia 
mengatakan bahwa sudah 
menjadi kebijakan resmi In-
ggris memandang permuki-
man yang dibangun Israel di 
Tepi Barat sebagai hal ilegal.

"Saya tidak percaya rakyat 
Inggris ingin kami mendu-
kung pendudukan dengan 
menerima produk dari per-
mukiman di toko-toko dan 
supermarket kami," ujar Mi-
liband, dikutip laman Alja-
zeera.

Dia menambahkan, Pe-
merintah Inggris juga bakal 
mengambil tindakan tertentu 
terhadap pihak yang ber-
kontribusi dalam perluasan 
permukiman ilegal Israel 
di wilayah Palestina yang 
diduduki. “Kami akan men-

gambil tindakan terhadap 
perusahaan dan individu 
tertentu yang menyediakan 
layanan seperti konstruksi, 
infrastruktur, pembiayaan, 
atau real estat untuk perlu-
asan pemukiman,” ucapnya.

Miliband menegaskan bah-
wa langkah yang diambil 
Inggris tersebut tidak menar-
getkan Israel sebagai negara. 
“Rezim sanksi akan menar-
getkan permukiman ilegal 
dan perluasan permukiman, 
bukan Israel,” ujarnya.

Dalam pidatonya di par-
lemen, Miliband mengakui 
bahwa telah terjadi pember-
sihan etnis terhadap war-
ga Palestina di Tepi Barat. 
"Pemerintah Inggris setuju 
bahwa ada pembersihan et-
nis Palestina di daerah Tepi 
Barat, yang dilakukan oleh 
teroris pemukim," kata dia.

“Terlalu sering Pemerintah 
Israel telah menutup mata 
terhadap hal ini, dan anggota 
pemerintahannya yang lebih 
buruk telah membuat pernya-
taan dan mengambil tindakan 
untuk mendukung peminda-
han paksa warga Palestina,” 
tambah Miliband.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

WARTAWAN merupakan pe-
kerjaan yang menuntut ke-
hadiran di tengah peristiwa, 
melihat langsung apa yang 

terjadi, menggali fakta, dan menyampaikan 
informasi kepada publik. Tidak jarang, tun-
tutan profesi itu membawa para jurnalis ke 
tempat-tempat yang jauh dari kata aman.

Hilangnya kontak lima jurnalis yang 
tengah menaiki kapal untuk meliput erupsi 
Gunung Anak Krakatau menjadi pengingat 
serius bagi dunia pers Indonesia. Mereka 
menjalankan tugas jurnalistik, tetapi ketika 
sebuah peristiwa yang diliput memiliki ri-
siko tinggi, keselamatan harus ditempatkan 
sebagai pertimbangan utama.

Kita tentu berharap, kelima jurnalis itu 
bisa ditemukan dalam kondisi selamat. 
Kita sangat mengapresiasi para pihak yang 
sudah berjibaku menelusuri dan melakukan 
pencarian di segala titik potensi dilaluinya 
jalur kapal yang ditumpangi para jurnalis 
tersebut.

Apresiasi juga perlu kita sampaikan 
kepada Presiden Prabowo Subianto yang 
menginstruksikan jajaran pemerintahan 
mengerahkan segala daya dan upaya untuk 
menemukan kelima jurnalis dan dua awak 
speedboat itu. Perintah Presiden menun-
jukkan bahwa negara berikhtiar kuat untuk 
melindungi warganya dari marabahaya.

Keseriusan negara akan semakin terbukti 
bila dalam situasi bencana yang silih bergan-
ti seperti saat ini, muncul alokasi tambahan 
anggaran untuk kebencanaan dan lembaga 
yang menangani bencana. Akan sulit mem-
bayangkan para pelindung korban mesti 
terus-menerus berjibaku dengan anggaran 
yang minim.

Peristiwa hilangnya kontak para peliput 
bencana erupsi Gunung Anak Krakatau 
sekaligus juga pengingat kepada institusi 
media untuk memupuk kesadaran yang 
tinggi akan bahaya yang timbul akibat ben-
cana. Dalam erupsi Gunung Anak Krakatau, 
ada ancaman material vulkanis, gelombang 
laut, perubahan cuaca, jarak pandang yang 
buruk, hingga kemungkinan kondisi alam 
berubah secara tiba-tiba. Alarm itu mesti 
tetap dijaga, dengan batas yang juga te-
rus-menerus diingatkan.

Institusi media memiliki tanggung jawab 
besar untuk tidak semata menyuntikkan se-
mangat mengejar eksklusivitas dan gambar 
dramatis, tapi juga memastikan aspek ke-
selamatan jurnalis berada di urutan depan. 
Karena itu, setiap media perlu memiliki 
standar operasional keselamatan liputan, 
terutama untuk peristiwa berisiko tinggi.

Jurnalis yang ditugaskan ke daerah benca-
na atau lokasi berbahaya perlu dibekali pela-
tihan, perlengkapan keselamatan, perangkat 
komunikasi, asuransi, serta mekanisme 
pemantauan selama menjalankan tugas.

Selain itu, tidak semua gambar harus 
diperoleh dari jarak terdekat. Tidak semua 
informasi harus didapat dengan memper-
taruhkan keselamatan. Teknologi hari ini 
menyediakan banyak pilihan untuk mem-
peroleh data, gambar, dan informasi tanpa 
harus mendekat ke zona bahaya.

Peristiwa ini semestinya menjadi mo-
mentum untuk mengevaluasi kembali 
standar keselamatan kerja jurnalistik di 
Indonesia. Keselamatan bukan aktsesori 
dalam pekerjaan jurnalistik. Ia bagian tidak 
terpisahkan dari profesionalisme seorang 
jurnalis.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Warda L
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Haornas: Ketika Olahraga 
Menjadi Cermin 

Peradaban Bangsa
SETIAP 9 September kita memperingati Hari 
Olahraga Nasional (Haornas). Namun, Haor-
nas semestinya tidak berhenti sebagai seremoni 
tahunan, pemberian penghargaan, atau pera-
yaan keberhasilan para atlet. Lebih dari itu, 
Haornas adalah momentum untuk bertanya; 
olahraga macam apa yang sedang kita bangun, 
dan bangsa macam apa yang tercermin darinya? 

Olahraga pada hakikatnya 
bukan sekadar persoalan 
siapa yang menang dan siapa 
yang kalah. Di balik pertan-
dingan terdapat nilai moral, 
etika, disiplin, kejujuran, kerja 
keras, penghormatan kepada 
lawan dan kesediaan mene-
rima kekalahan. Karena itu, 
kualitas olahraga dapat men-
jadi salah satu ukuran kualitas 
peradaban sebuah bangsa. 
Bangsa yang beradab bukan 
hanya bangsa yang mampu 
melahirkan juara, tetapi bang-
sa yang mampu melahirkan 
juara yang jujur, sportif dan 
bermartabat.

Moral di balik prestasi 
Prestasi olahraga tentu pen-

ting. Medali emas, kemenan-
gan tim nasonal, rekor dunia 
dan prestasi atlet di arena 
internasional menjadi kebang-
gaan nasional. Ketika bendera 
Merah Putih dikibarkan dan 
lagu kebangsaan kIndonesia 
Raya berkumandang di arena 
olahraga dunia, jutaan rakyat 
merasakan kebersamaan se-
bagai satu bangsa. 

Tetapi prestasi tidak boleh 
menjadi satu-satunya ukuran. 
Apa artinya kemenangan 
jika diperoleh melalui kecu-
rangan? Apa makna medali 
jika diraih dengan doping? 
Apa arti popularitas jika at-
let, pelatih, pengurus atau 
bahkan suporter mengabai-
kan etika? Di sinilah moral 
menjadi fondasi olahraga. 
Olahraga mengajarkan bahwa 
cara mencapai kemenangan 
sama pentingnya dengan ke-
menangan itu sendiri. 

Seorang atlet boleh kalah 
dalam pertandingan, tetapi 
tidak boleh kalah dalam ke-
jujuran. Ia boleh gagal mem-

OLEH : JAMAL WIWOHO

dengan etika: pengaturan 
skor atau pertandingan, per-
judian, doping, kekerasan 
antarsuporter, diskriminasi, 
manipulasi kompetisi, mani-
pulasi umur, konflik kepen-
tingan dan tata kelola yang 
tidak transparan. 

Fenomena tersebut menun-
jukkan bahwa olahraga tidak 
imun terhadap persoalan 
sosial. Lapangan olahraga 
dapat menjadi cermin masya-
rakatnya. Jika masyarakatnya 
menjunjung kejujuran, olah-
raga akan tumbuh dengan 
sportivitas. Sebaliknya, jika 
kecurangan dianggap biasa, 
olahraga pun mudah menjadi 
ruang reproduksi kecurangan. 

Karena itu, membangun 
olahraga tidak cukup hanya 
dengan membangun stadion 
dan menyediakan angga-
ran. Yang jauh lebih penting 
adalah membangun integri-
tas manusia yang berada di 
dalam ekosistem olahraga. 
Atlet harus berintegritas. Pe-
latih harus beretika. Pengurus 
harus profesional. Wasit harus 
independen. Sponsor harus 
bertanggung jawab. Media 
harus mendidik. Suporter 
harus dewasa. Dengan demi-
kian, olahraga tidak sekadar 
menghasilkan juara-winner, 
tetapi menghasilkan manusia 
yang memiliki karakter.

Identitas bangsa di arena dunia 
Olahraga juga memiliki 

dimensi identitas. Di tengah 
globalisasi, olahraga menjadi 
salah satu ruang tempat iden-
titas kebangsaan dipertunjuk-
kan secara damai. Ketika atlet 
Indonesia bertanding di arena 
internasional, yang dibawa 
bukan hanya nama pribadi 
atlit saja, tetapi juga identitas 
Indonesia. 

Bendera Merah Putih, lagu 
kebangsaan Indonesia Raya, 
jersey Timnas dan dukungan 
jutaan masyarakat merupakan 
simbol yang mempertemukan 
keragaman Indonesia. Dalam 
konteks ini menarik, karena 
olahraga mampu melakukan 
sesuatu yang kadang sulit 
dilakukan oleh dunia politik 
karena olah raga menyatukan 
perbedaan tanpa harus meng-
hapus keberagaman. 

Di stadion, kita bisa me-
nemukan masyarakat dari 
berbagai suku, agama, daerah 
dan latar belakang sosial yang 
berdiri bersama mendukung 
Indonesia. Dalam konteks 
tersebut, olahraga memiliki 
fungsi strategis sebagai nation 
building. Namun identitas ke-
bangsaan dalam olahraga jan-
gan dimaknai secara sempit. 
Cinta kepada Indonesia tidak 
berarti membenci bangsa dan 
negara lain. 

Nasionalisme olahraga ju-
stru harus berjalan bersama 
penghormatan terhadap la-
wan. Kita bangga menjadi In-
donesia, tetapi kita juga harus 
mampu menghormati negara 
lain. Itulah nasionalisme yang 
beradab.

Dari prestasi menuju peradaban 
Indonesia 

Kita membutuhkan atlet 
berkelas dunia, fasilitas olah-
raga modern, pelatih berkua-
litas, sport science, kompetisi 
yang sehat dan dukungan 
anggaran yang memadai. 
Tetapi pembangunan olahra-
ga harus memiliki tujuan yang 
lebih besar daripada seka-
dar mengejar medali. Medali 
dapat hilang dari ingatan. Re-
kor dapat dipecahkan. Pemain 
dapat pensiun. 

Pertandingan dapat be-
rakhir. Tetapi karakter dan 
nilai yang dibangun melalui 
olahraga dapat diwariskan 
lintas generasi. Karena itu, 
ukuran keberhasilan olahraga 
nasional semestinya memiliki 
beberapa dimensi sekaligus: 
prestasi, partisipasi masya-
rakat, kesehatan, pendidikan 
karakter, integritas, profesi-
onalisme, serta kemampuan 
olahraga menciptakan kohesi 
sosial dan identitas kebangs-
aan. 

Dengan ukuran seperti itu, 
di Indonesia olahraga tidak 
lagi dipandang sebagai urusan 
Kementerian Pemuda dan 
Olahraga atau federasi olahra-
ga semata. Ia menjadi bagian 
dari pembangunan manusia 
Indonesia. Pada akhirnya, 
olahraga adalah cermin. Jika 
pertandingan penuh kecuran-
gan, kita sedang melihat pro-
blem moral. Jika kemenangan 

diperoleh dengan kerja keras 
dan kejujuran, kita sedang 
melihat karakter bangsa. Jika 
lawan dihormati meskipun 
kita kalah, kita sedang melihat 
kedewasaan. 

Jika suporter mampu me-
rayakan kemenangan tanpa 
merendahkan lawan, kita 
sedang melihat peradaban. 
Dan jika pengelolaan olahraga 
dilakukan secara transparan, 
profesional dan bertanggung 
jawab, kita sedang melihat 
kualitas tata kelola bangsa. 
Karena itu, Haornas jangan 
hanya bertanya berapa ba-
nyak medali yang kita pero-
leh? Mari kita bertanya lebih 
dalam: nilai apa yang kita 
tanamkan melalui olahraga 
kepada generasi berikutnya? 
Kita membutuhkan juara. 
Tetapi kita membutuhkan 
lebih banyak lagi manusia 
yang jujur. 

Kita membutuhkan presta-
si. Tetapi kita juga membu-
tuhkan etika. Kita membu-
tuhkan kemenangan. Tetapi 
kemenangan harus diperoleh 
melalui fair play. Dan kita 
membutuhkan kebanggaan 
nasional. Tetapi kebanggaan 
itu harus tumbuh bersama 
penghormatan kepada se-
sama. 

Sebab pada akhirnya, olah-
raga bukan hanya cermin 
kekuatan fisik sebuah bang-
sa. Olahraga adalah cermin 
moral, karakter, identitas dan 
tingkat peradaban bangsa itu 
sendiri. Jika kita ingin melihat 
masa depan Indonesia, mung-
kin kita tidak harus selalu me-
lihat ke gedung-gedung tinggi 
atau teknologi yang semakin 
canggih. Lihatlah lapangan 
olahraganya. 

Di sana kita dapat melihat 
bagaimana sebuah bangsa 
bertanding, bagaimana ia 
menghadapi kemenangan, 
bagaimana ia menerima 
kekalahan, bagaimana ia 
memperlakukan lawan, dan 
bagaimana ia menghormati 
aturan. Dari sanalah pera-
daban sesungguhnya sedang 
dibentuk. Semoga. Penulis: 
Dosen S3 Ilmu Hukum FH 
Universitas Sebelas Maret/ 
Rektor UNS 2019-2024  *Sin-
doNews.Com

peroleh medali, tetapi tidak 
boleh kehilangan martabat. 
Karena itu, pendidikan olah-
raga sejatinya adalah pendi-
dikan karakter bangsa.

Fair play sebagai etika pera-
daban

Istilah fair play sering kita 
dengar, tetapi belum tentu 
selalu kita praktikkan. Fair 
play bukan sekadar mema-
tuhi aturan pertandingan. Ia 
merupakan sikap menghor-
mati lawan, wasit, penonton, 
aturan dan proses kompetisi. 
Dalam pertandingan, lawan 
bukan musuh yang harus 
dihancurkan, melainkan mi-
tra yang memungkinkan kita 
menunjukkan kemampuan 
terbaik. 

Wasit bukan penghalang ke-
menangan, melainkan penjaga 
aturan yang baku. Kekalahan 
bukan kehinaan, melainkan 
bagian dari proses pembela-
jaran dan kemenangan yang 
tertunda. 

Jika nilai-nilai tersebut be-
nar-benar tertanam, olahraga 
sesungguhnya sedang men-
gajarkan demokrasi dalam 
bentuk yang paling sederhana: 
ada aturan, ada hak dan ke-
wajiban, ada persaingan, ada 
kemenangan, ada kekalahan, 
dan semuanya harus diterima 
secara adil dan objektif. Bu-
kankah prinsip itu pula yang 
seharusnya berlaku dalam 
kehidupan berbangsa?

Ketika olahraga kehilangan 
etika 

Justru karena olahraga me-
miliki nilai moral yang tinggi, 
kita harus prihatin ketika 
olahraga terkontaminasi oleh 
praktik yang bertentangan 

Memastikan 
Keselamatan 

Jurnalis
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S U L T E N G  R A Y A  – 
PT Vale Indonesia Tbk. 
menyatakan proyek smelter 
High-Pressure Acid Leach 
(HPAL) di Blok Pomalaa 
bakal mulai beroperasi pada 
2027.

Penyataan tersebut, men-
gemuka pada pemaparan 
Direktur Vale Indonesia 
Muhammad Asril, Muham-
mad Asril  pada Public 

Expose Live 2026, Kamis 
(10/9/2026).

Nantinya, kata dia, smel-
ter ini akan memiliki ka-
pasitas produksi hingga 
120.000 mixed hydroxide 
precipitate (MHP). Pada 15 
September 2026, Vale akan 
mulai melakukan uji coba 
atas smelter ini.

Nantinya, semua proses 
end-to-end dalam HPAL 

Pomala akan dilakukan uji 
coba. Semula, proses mecha-
nical completion terhadap 
proyek HPAL ini ditarget-
kan Vale terlaksana pada 
Desember 2026. Namun, rea-
lisasi sejauh ini memungkin-
kan Vale untuk memajukan 
jadwal penyelesaian proyek.

“Kami bisa  majukan 
kurang lebih 2—3 bulan, 
sehingga mechanical com-

PT Vale: Proyek HPAL Pomalaa 
Full Produksi pada 2027

pletion kami bisa lakukan 
September atau Oktober, 
sehingga kami bisa ramp-up 
kurang lebih 3—6 bulan. Di 
tahun 2027, kami bisa mulai 
full ramp-up dan full pro-
duksi 120.000 ton MHP di 
Pomala,” katanya, melansir 
dteksinews.co.id. 

Untuk diketahui, IGP 
Pomalaa adalah proyek 
tambang dan pabrik HPAL 
dengan nilai investasi men-
capai US$4,5 miliar. Dalam 
pembangunannya, Vale 
bermitra dengan produsen 
baterai EV asal China, Zhe-
jiang Huayou Cobalt Co., 
Ltd dan produsen mobil 
asal Amerika Serikat, Ford 
Motor Co.. Proyek IGP Po-

malaa mencakup proyek 
penambangan bijih nikel 
dan proyek pengolahan 
berteknologi High-Pressure 
Acid Leach (HPAL).

Nantinya, output tahunan 
yang diperkirakan dari pro-
yek ini mencapai 120.000 
ton nikel dan sekitar 15.000 
ton kobalt yang terkandung 
dalam produk MHP. 

“Dari sisi mining, sebe-
narnya kami sudah mulai 
menambang. Service compa-
ny mining sudah onsite. Saat 
ini kami sudah berproduksi 
untuk saprolite dan limonite 
untuk kebutuhan HPAL,” 
tegasnya.

Vale menerangkan per-
kembangan tambang IGP 

Pomalaa telah mencapai 
83% dengan perkemban-
gan HPAL telah mencapai 
86%. Kendati demikian 
penjualan bijih mineral te-
lah mulai dilakukan den-
gan first ore sell dilaksa-
nakan pada 28 Februari 
2026 lalu. Vale mematok 
target produksi sebesar 
300.000 ton limonit per 
bulan atau sekitar 9.677 
ton per hari.

Sebelumnya, Vale me-
nargetkan total produk-
si nickel matte mencapai 
67.645 metric ton sepanjang 
tahun 2026. Optimisme itu 
ditetapkan manajemen sei-
ring rampungnya proyek 
pembangunan kembali Fu-

rnace III dan membaiknya 
kadar nikel yang ditambang 
perseroan.

Wakil Presiden Direktur 
Vale Indonesia Abu Ashar, 
menerangkan produksi per-
seroan sepanjang semester 
I/2026 telah cukup stabil. 
Kadar nikel dari pertam-
bangan juga dinilai menjadi 
yang tertinggi dalam 3 tahun 
terakhir. 

“Pekerjaan perbaikan su-
dah dilakukan, kadar nikel 
dari mining ke pabrik cukup 
bagus, operasi di pabrik juga 
cukup stabil, sehingga kami 
optimistis di tahun ini untuk 
mencapai target produksi 
tahunan 67.645 ton,” kata-
nya. RHT

SULTENG RAYA - Me-
diaMIND 2026 mendorong 
jurnalis daerah mengangkat 
cerita pertambangan yang 
lebih dekat dengan realitas 
kehidupan masyarakat di 
sekitar wilayah tambang. 

Kompetisi karya jurna-
listik yang digagas Hol-
ding Industri Pertamban-
gan Indonesia MIND ID 
itu membuka ruang bagi 
wartawan Bangka Belitung 
untuk membawa penga-
laman dan perspektif dari 
lapangan kepada audiens 
yang lebih luas.

Jurnalis Jurnal Indonesia, 
Alza Munzi, menilai kede-
katan wartawan daerah den-
gan aktivitas pertambangan 

lebih luas lagi,” ujar Alza 
usai sosialisasi MediaMIND 
2026 di PT Timah Tbk, Rabu 
(9/9/2026).

Ia menerangkan pelipu-
tan sektor pertambangan 
memiliki tantangan ter-
sendiri, mulai dari akses 
narasumber hingga dina-
mika di lapangan. Namun, 
pengalaman tersebut justru 
dapat melahirkan berbagai 
cerita yang menghadirkan 
sudut pandang lebih dekat 
dengan kehidupan masy-
arakat. 

Alza berencana mengang-
kat isu kelompok rentan, 
seperti perempuan dan anak 
yang terdampak aktivitas 
pertambangan. Menurut 
dia, isu tersebut masih ja-
rang diangkat, padahal me-
miliki keterkaitan dengan 
perubahan sosial serta pro-
gram pemberdayaan yang 
berjalan di tengah masya-
rakat.

Division Head CSR PT 
Timah Tbk Rahmat Taufik 
mengatakan MediaMIND 
menjadi ruang untuk mem-
perkuat komunikasi antara 
perusahaan, media, dan aka-
demisi. Kolaborasi tersebut 
diharapkan dapat memban-

tu membentuk pemahaman 
publik terhadap industri 
pertambangan secara le-
bih utuh, termasuk melihat 
kehidupan masyarakat di 
sekitar wilayah operasional 
perusahaan.

“Harapannya melalui 
MediaMIND muncul per-
spektif-perspektif baru 
mengenai PT Timah. Pe-
rusahaan bukan hanya 
melakukan kegiatan pen-
ambangan, tetapi juga be-
rupaya memberikan man-
faat kepada masyarakat, 
baik melalui pemberda-
yaan ekonomi, pendidikan, 
kesehatan maupun pro-
gram-program keberlan-
jutan,” kata Rahmat.

Melalui  MediaMIND 
2026, pengalaman jurnalis 
yang bersentuhan langsung 
dengan aktivitas pertamban-
gan di daerah diharapkan 
dapat menghasilkan cerita 
yang lebih beragam. Per-
spektif tersebut sekaligus 
membuka ruang untuk me-
lihat industri pertambangan 
tidak hanya dari aktivitas 
produksi, tetapi juga dari 
kehidupan dan perubahan 
yang terjadi di tengah masy-
arakat. ROL

ILUSTRASI. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA – Menteri Per-
tanian (Mentan) sekaligus Kepala 
Badan Pangan Nasional (Bapanas), 
Andi Amran Sulaiman melakukan 
kunjungan kerja di Kabupaten 
Banggai. 

Hal itu turut ia manfaatkan untuk 
hadir menyalurkan bantuan pangan 
(banpang) di salah satu desa di 
Kecamatan Toili, Banggai yakni di 
Desa Tirtasari, Kamis (10/9/2026). 

Kehadiran Menteri Pertanian 
dalam kegiatan tersebut turut 
didampingi Gubernur Sulawesi 
Tengah, Anwar Hafid, Bupati Bang-
gai Amirudin, serta jajaran Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah (For-
kopimda).

“Banpang yang disalurkan sesuai 
dengan instruksi yakni untuk alo-
kasi Juli, Agustus, dan September 
2026,” kata Kepala Bapanas kepada 
penerima bantuan pangan (PBP) 
yang hadir di lokasi itu.

Penyerahan bantuan dilakukan 
secara simbolis oleh Menteri Perta-
nian Andi Amran Sulaiman, kepada 
perwakilan masyarakat PBP.

Penyaluran Bantuan Pangan 
menjadi salah satu bentuk perhatian 
pemerintah terhadap masyarakat, 
khususnya dalam menjaga pe-
menuhan kebutuhan pangan bagi 
warga yang membutuhkan.

Momen penyerahan secara sim-
bolis tersebut menjadi bagian pen-

ting dari kegiatan, sekaligus mem-
perlihatkan kehadiran pemerintah 
secara langsung di tengah masy-
arakat dalam upaya memastikan 
Bantuan Pangan dapat diterima 
oleh PBP.

Dalam rangkaian kegiatan terse-
but, pemerintah juga menyalurkan 
beras Stabilisasi Pasokan dan Harga 
Pangan (SPHP) kepada masyarakat 
kurang mampu. Beras SPHP sendiri 
merupakan salah satu instrumen 
pemerintah dalam menjaga stabi-
litas pasokan dan harga beras di 
masyarakat.

Melalui penyaluran tersebut, 
diharapkan kebutuhan pangan 
masyarakat dapat terbantu seka-
ligus mendukung upaya menjaga 
stabilitas pangan di daerah.

Kehadiran pemerintah pusat 
bersama pemerintah daerah dan 
Forkopimda dalam kegiatan di 
Desa Tirtasari juga memperlihatkan 
kuatnya sinergi lintas pemerinta-
han dalam pelaksanaan program 
pangan.

Penyaluran Bantuan Pangan di-
harapkan tidak hanya memberikan 
manfaat secara langsung bagi masy-
arakat penerima, tetapi juga menja-
di bagian dari upaya berkelanjutan 
pemerintah dalam memperkuat 
ketahanan pangan serta mening-
katkan kesejahteraan masyarakat 
di Kabupaten Banggai. RHT

Kepala Bapanas 
Hadir Salurkan 

Bantuan Pangan di 
Tirtasari Banggai

MediaMIND Dorong Cerita Pertambangan 
Dekat dengan Realitas Masyarakat

menjadi modal penting un-
tuk menghadirkan cerita 
yang lebih utuh. Menurut 
dia, banyak pengalaman 
dan cerita mengenai per-
tambangan timah di Bangka 
Belitung yang dapat diba-
wa tidak hanya ke tingkat 
nasional, tetapi juga lebih 
luas lagi. 

“Ini pertama kali saya 
mengikuti MediaMIND. 
Menurut saya kegiatan se-
perti ini penting karena 
teman-teman wartawan di 
Bangka Belitung memiliki 
banyak pengalaman dan 
cerita mengenai pertam-
bangan timah yang bisa 
dibawa tidak hanya ke ting-
kat nasional, tetapi juga 

MENTAN dan Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman saat menyalurkan banpang 
secara simbolis pada kunjungannya di Desa Tirtasari, Kabupaten Banggai, Kamis 
(10/9/2026). FOTO: DOK. BULOG SULTENG

SULTENG RAYA - Indeks 
Harga Saham Gabungan 
(IHSG) melemah sejak pembu-
kaan perdagangan pagi tadi, 
Jumat (11/9/2026). Indeks 
harga saham bahkan sempat 
melemah nyari 2% pada awal 
pembukaan perdagangan 
pada level 6.400-an.

Berdasarkan data RTI Busi-
ness, IHSG saat ini melemah 
1,40% ke level 6.497,36 pukul 
11.00 WIB. Pada pembukaan 
perdagangan, indeks saham 
sempat menyentuh level teren-
dahnya pada posisi 6.462,96.

Pelemahan IHSG terjadi 
karena lonjakan harga minyak 
dunia akibat eskalasi konflik 
di Timur Tengah dan teka-
nan pada harga emas. Harga 
minyak dunia sendiri tercatat 
sempat naik sekitar 7% pada 
perdagangan sebelumnya. 

Berdasarkan riset BRI Dana-
reksa Sekuritas, harga minyak 
West Texas Intermediate (WTI) 
telah menyentuh level di atas 
US$ 104 per barel. Sementara 
minyak Brent mendekati US$ 
108, tertinggi dalam hampir 
4 bulan. 

“Dipicu eskalasi AS-Iran, 
serangan ke tanker minyak 
Iran, rudal ke Yordania, seran-
gan Houthi ke fasilitas energi 
Arab Saudi,” tulis Riset BRI 
Danareksa Sekuritas, Jumat 
(11/9/2026).

Sementara itu, harga emas 
berada di level US$ 4.300 per 
ons, melanjutkan pelemahan 
hampir 2% sesi sebelumnya. 
Berdasarkan data Producer 
Price Index (PPI) Amerika 
Serikat (AS), kondisi ini men-
dorong naiknya ekspektasi 
pasar terkait peluang kenaikan 
Fed Rate 25 bps pekan depan.

“Pasar price-in ekspektasi 
Fed hawkish akibat tekanan 

inflasi dari lonjakan harga 
energi, sehingga saham dan 
emas tertekan bersamaan me-
ski minyak justru melesat 
akibat risiko geopolitik,” te-
rangnya.

Sementara berdasarkan riset 
MNC Sekuritas, pelemahan 
IHSG hari ini sejalan dengan 
pergerakan bursa saham glo-
bal. Pelemahan tersebut terjadi 
imbas naiknya eskalasi konflik 
Timur Tengah yabg mengerek 
naik harga minyak dunia.

Di sisi lain, pelemahan ru-
piah yang terjadi hari ini juga 
menambah sentimen negatif 
terhadap pergerakan indeks 
saham. Investor juga tengah 
mencermati data PPI AS Agus-
tus yang meningkat 0,4% MoM 
sesuai konsensus, tekanan 
utama berasal dari energi, 
dengan final-demand energy 
yang tercatat naik 4,2% MoM. 

Meski inflasi inti atau core 
inflation mulai melandai, ek-
spektasi kenaikan suku bunga 
The Federal Reserve (The Fed) 
justru meningkat. Probabilitas 
The Fed menaikkan suku bun-
ga kini mencapai 72%.

Kondisi tersebut dipen-
garuhi oleh inflasi headline 
yang masih tinggi dengan 
pasar tenaga kerja yang dinilai 
belum cukup melemah. Hal 
ini membuat tekanan inflasi 
masih menjadi perhatian uta-
ma pasar.

Di sisi lain, imbal hasil US 
Treasury tenor 10 tahun (US-
T10Y) naik ke level 4,95%. 
Kenaikan tersebut mencer-
minkan kekhawatiran pasar 
terhadap tekanan inflasi, te-
rutama akibat kenaikan harga 
minyak, serta ekspektasi suku 
bunga tinggi dalam waktu 
yang lebih lama atau higher-
for-longer. DTC

SOSIALISASI Media MIND. FOTO: RADARBAHTERA.COM

Biang Kerok 
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di hilir, sementara persoalan 
mendasar di hulu tetap men-
yisakan celah besar yang 
berisiko terus berulang.

Logika sederhana men-
gusik kesadaran kita, bagai-
mana mungkin komoditas 
tambang dalam jumlah ma-
sif mencapai satu juta metrik 
ton, bisa ditambang, diang-
kut, dan ditumpuk tanpa 
ada subjek hukum yang 
mengaku bertaut padanya? 

Dalam rantai pasok indus-
tri pertambangan modern 
yang sarat regulasi, perizi-
nan, dan logistik berat, tidak 
ada tumpukan nikel sebesar 
gunung yang hadir dari 
ruang hampa. Kehadiran 
nikel “tak bertuan” ini men-
gindikasikan adanya praktik 
penambangan ilegal yang 
terorganisasi atau upaya 
penyembunyian aset dari 
kejahatan korporasi.

Jika penanganan hukum 
hanya berhenti pada ketuk 

palu lelang dan penyetoran 
uang ke kas negara, maka 
penegakan hukum kita se-
sungguhnya baru menyele-
saikan separuh tugas. Lelang 
memang menyelamatkan 
nilai ekonomis aset, tetapi 
tidak otomatis membongkar 
pilar-pilar kejahatan yang 
memungkinkan komoditas 
tersebut dikeruk secara ile-
gal sejak awal.

Tanpa penelusuran tun-
tas mengenai siapa pemi-
lik asal, pemodal, hingga 
oknum yang memberikan 
perlindungan di lapangan, 
tindakan lelang justru be-
risiko dimanfaatkan oleh 
pelaku kejahatan itu sendiri. 
Bukan hal mustahil dalam 
praktik bisnis kotor, barang 
yang dilelang justru dibeli 
kembali oleh jaringan yang 
sama dengan harga yang 
sudah “dibersihkan” secara 
hukum.

Oleh karena itu, kebe-

radaan Badan Pemulihan 
Aset tidak boleh berjalan 
terpisah dari fungsi penyi-
dikan tindak pidana asal, 
maupun Tindak Pidana Pen-
cucian Uang (TPPU). Setiap 
barang temuan berskala 
jumbo harus menjadi pintu 
masuk bagi Kejaksaan untuk 
mengurai benang kusut ke-
jahatan lingkungan dan tata 
kelola sumber daya alam. 
Pengungkapan jaringan di 
balik satu juta ton nikel di 
Sulawesi Tengah, begitu 
pula dengan komoditas batu 
bara di Kalimantan dan nikel 
di Sulawesi Tenggara, harus 
dijadikan prioritas penega-
kan hukum yang utuh.

Kita  mendorong Ke-
jaksaan Agung untuk me-
langkah lebih jauh. Pende-
katan hukum harus mengin-
tegrasikan antara pemulihan 
kerugian keuangan nega-
ra dan pemidanaan yang 
memberikan efek jera, baik 

bagi perorangan maupun 
korporasi. Tata kelola izin 
usaha pertambangan (IUP), 
pengawasan pelabuhan ti-
kus, hingga pemantauan 
rantai pasok smelter harus 
terus diperbaiki secara terin-
tegrasi bersama kementerian 
terkait.

Sumber daya alam adalah 
kekayaan nasional yang 
dikuasai negara untuk sebe-
sar-besarnya kemakmuran 
rakyat. Mengembalikan ni-
lainya ke kas negara melalui 
lelang adalah kewajiban 
dasar. Namun, memastikan 
bahwa tidak ada lagi penge-
rukan ilegal yang merusak 
lingkungan dan merampas 
hak generasi mendatang 
adalah wujud keadilan yang 
hakiki. Jangan biarkan hu-
kum kita hanya terampil se-
bagai juru lelang, tetapi alpa 
membongkar akar kejahatan 
di balik barang temuan ter-
sebut.***

tanggal 13 Agustus 2026.
“Jadi AL ini merupakan 

terpidana dalam perka-
ra tindak pidana korupsi 
pengadaan tanah pada Pe-
merintah Kabupaten Mo-
rowali, yang telah diputus 
oleh Pengadilan Negeri 
Palu,” kata Salman di Kota 
Palu, Jumat.

Ia mengemukakan dalam 
putusan Pengadilan Negeri 
Palu  Nomor 17/Pid.Sus/
TPK/2022/PN Palu tanggal 
2 September 2022 itu men-

jatuhkan pidana penjara 
kepada AL selama enam 
tahun dengan denda Rp300 
juta, termasuk membayar 
uang pengganti sebesar 
Rp4,5 miliar.

Menurut dia, jika terpida-
na tidak mampu membayar 
uang pengganti maka dapat 
diganti  dengan pidana 
penjara selama dua  tahun 
enam bulan.

“Dugaan tindak pidana 
korupsi itu mengakibatkan 
kerugian keuangan negara 

mencapai Rp4,9 miliar,” 
ucapnya.

Ia menuturkan penang-
kapan terpidana AL men-
jadi bagian dari komitmen 
jajaran kejaksaan dalam me-
laksanakan putusan penga-
dilan serta memastikan 
tidak ada terpidana yang 
dapat menghindari proses 
hukum.

“Tentunya memang di-
butuhkan sinergi antara 
tim tabur Kejati Sulteng 
dan tim tabur Kejaksaan 

Agung RI dalam menunjuk-
kan penguatan koordinasi 
dalam upaya pencarian dan 
pengamanan buronan demi 
mendukung efektivitas pe-
negakan hukum,” sebutnya.

Salman mengatakan pi-
haknya terus melakukan 
langkah-langkah strategis 
lainnya dalam menemukan 
dan mengamankan para bu-
ronan yang masih memiliki 
kewajiban hukum, sekaligus 
memberikan kepastian hu-
kum kepada masyarakat. ANT

bat menurunnya debit air 
Bendungan Sausu.

“Jadwal tanam sebe-
narnya sudah ada. Namun, 
karena adanya penurunan 
debit air di Bendungan Sau-
su, jadwal tanam mengalami 
perubahan,” kata Hasanud-
din saat ditemui, Selasa 
(8/9/2026).

Menurutnya, pemerintah 
bersama petani belum dapat 
memastikan kapan kegi-
atan penanaman kembali 
dimulai. Keputusan tersebut 
masih menunggu perkem-
bangan kondisi ketersediaan 

air, termasuk debit Bendun-
gan Sausu dan curah hujan.

“Belum ditentukan kapan. 
Nanti melihat kalau debit 
air sudah mulai naik dan 
curah hujan sudah ada, pe-
rencanaan akan kembali 
dilakukan,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan, 
kelompok-kelompok tani 
akan kembali melakukan 
pembahasan untuk men-
yusun jadwal tanam setelah 
kondisi pengairan mulai 
memungkinkan.

Langkah tersebut dinilai 
penting agar kegiatan perta-

nian tidak dipaksakan ketika 
ketersediaan air belum men-
cukupi. Sebab, ketidakpasti-
an pasokan air bukan hanya 
menyangkut waktu tanam, 
tetapi juga dapat memengar-
uhi pertumbuhan tanaman 
dan hasil produksi pada 
musim panen mendatang.

Dengan luas lahan ter-
dampak mencapai ribuan 
hektare, perubahan jadwal 
tanam di Balinggi berpo-
tensi memberikan dampak 
lebih luas terhadap aktivitas 
ekonomi masyarakat yang 
menggantungkan kehidu-

pan dari sektor pertanian.
Di tengah kondisi terse-

but, pemantauan terhadap 
debit air Bendungan Sausu 
terus dilakukan. Pemerintah 
berharap kondisi pengairan 
segera membaik sehing-
ga petani dapat kembali 
menjalankan musim tanam 
sesuai perencanaan.

Bagi para petani, naiknya 
debit air dan turunnya hujan 
bukan sekadar perubahan cua-
ca. Keduanya menjadi tanda 
penting untuk kembali meng-
gerakkan roda pertanian di 
hamparan sawah Balinggi. AJI

Ia juga menyampaikan 
apresiasi kepada Bupati 
Banggai beserta seluruh 
jajaran yang mampu mem-
persiapkan kegiatan dalam 
waktu yang relatif singkat.

“Terima kasih Pak Bupati 
dan seluruh jajarannya, juga 
kepada kelompok-kelom-
pok masyarakat yang sudah 
sejak lama menginisiasi 
pertemuan ini. Kita tidak 
membayangkan hari ini Pak 
Menteri bisa hadir di sini,” 
ungkapnya.

Menurut Anwar Hafid, 
kehadiran Menteri Perta-
nian menjadi kebanggaan 
tersendiri bagi masyarakat 
Sulawesi Tengah, terlebih 
karena pemerintah pusat 
saat ini menunjukkan keber-
pihakan yang kuat terhadap 
sektor pertanian dan petani.

Ia menilai sejumlah ke-
bijakan pemerintah telah 
memberikan kepastian yang 
lebih baik bagi petani, mulai 
dari ketersediaan pupuk 
hingga harga gabah.

“Di zaman beliau inilah 
pupuk terjamin. Dulu susah 
pupuk, setengah mati kita 
mencari. Begitu juga harga 
gabah, dulu tidak ada stan-
dar yang pasti. Terkadang 
saat panen raya harga turun. 
Sekarang, Alhamdulillah, 
petani semakin memiliki 
kepastian dan semakin se-
mangat,” katanya.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Gubernur juga me-
laporkan berbagai langkah 

Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Tengah dalam me-
nindaklanjuti kebijakan pe-
merintah pusat, khususnya 
terkait penguatan Brigade 
Pertanian.

Anwar Hafid menjelas-
kan, Pemerintah Provin-
si Sulawesi Tengah telah 
menyiapkan dukungan alat 
dan sarana pertanian untuk 
memperkuat pelayanan 
kepada petani. Pengelolaan-
nya, kata dia, akan meng-
gunakan pola pinjam pakai 
agar dapat dimanfaatkan 
secara luas dan terawat.

“Kita tidak lagi menyalur-
kan kepada kelompok-ke-
lompok. Kita hanya pinjam 
pakai. Kalau dirawat, kita 
simpan terus. Kalau tidak 
dirawat, kita tarik. Kalau 
hanya dimanfaatkan satu 
kelompok dan tidak diberi-
kan kepada yang lain, kita 
tarik. Jadi kita berharap 
Brigade ini untuk seluruh 
petani,” tegasnya.

Gubernur juga menyam-
paikan harapan agar pen-
guatan Brigade Pertanian 
dapat diperluas ke wilayah 
timur Sulawesi Tengah, 
khususnya dataran Toili 
yang memiliki hamparan 
pertanian sangat luas.

Ia berharap dukungan 
pemerintah pusat dapat 
memperkuat ketersediaan 
alat dan mesin pertanian 
sehingga petani di Sulawesi 
Tengah mampu meningkat-
kan produktivitas sekaligus 

mengurangi beban biaya 
produksi.

Lebih jauh, Anwar Hafid 
menegaskan bahwa arah 
pembangunan pertanian 
Sulawesi Tengah harus 
bergerak menuju sistem 
pertanian modern berba-
sis teknologi, mekanisasi, 
dan peningkatan produk-
tivitas.

“Kami sangat merindu-
kan, sesuai dengan cita-cita 
Pak Menteri, bahwa pertani-
an sekarang harus modern. 
Insyaallah, mudah-muda-
han Sulawesi Tengah men-
jadi salah satu daerah per-
contohan untuk pertanian 
modern,” ujarnya.

Gubernur menyebut tar-
get peningkatan produkti-
vitas hingga 10 ton gabah 
per hektare sebagai salah 
satu upaya penting untuk 
meningkatkan kesejahter-
aan petani.

“Pokoknya kita usahakan 
10 ton satu hektare, karena 
hanya dengan cara itu peta-
ni kita akan sejahtera,” kata 
Anwar Hafid

Menurutnya, pemban-
gunan pertanian tidak dapat 
dilakukan secara parsial, 
tetapi membutuhkan kerja 
bersama antara pemerintah 
pusat dan daerah serta parti-
sipasi aktif masyarakat.

Kegiatan Panen Raya Padi 
dan Tanam Padi metode 
PM-AAS tersebut sekaligus 
menjadi simbol optimisme 
terhadap masa depan ke-

tahanan pangan Sulawesi 
Tengah. Hamparan persa-
wahan Toili diharapkan 
tidak hanya menjadi sentra 
produksi pangan, tetapi 
juga dapat berkembang se-
bagai kawasan percontohan 
penerapan teknologi dan 
mekanisasi pertanian.

Kehadiran pemerintah 
pusat di dataran Toili di-
harapkan menjadi penguat 
langkah Sulawesi Tengah 
dalam membangun sektor 
pertanian yang produktif, 
modern, dan berkelanjutan. 
Dengan dukungan sarana 
pertanian, kepastian pu-
puk dan harga hasil pro-
duksi, serta peningkatan 
produktivitas, pertanian 
di Sulawesi Tengah diha-
rapkan semakin mampu 
menjadi fondasi kesejahter-
aan masyarakat sekaligus 
memperkuat ketahanan 
pangan nasional.

Turut hadir Menteri Per-
tanian Republik Indone-
sia, Andi Amran Sulaiman, 
Bupati Banggai,Wakil Bupa-
ti Banggai, para pejabat di 
lingkungan Kementerian 
Pertanian, Ketua DPRD Ka-
bupaten Banggai,para Kepa-
la OPD lingkup Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
Forkopimda Kabupaten 
Banggai,Dinas Pertanian,Pa-
ra Camat,Para Kepala Desa, 
para penyuluh pertanian,pa-
ra kelompok tani, serta para 
petani dan masyarakat di 
dataran Toili. WAN

Ia mengemukakan saat 
ini Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) yang da-
tanya terindikasi judol 
sedang melakukan veri-
fikasi dan klarifikasi di 
masing-masing desa/ke-
lurahan melalui aplikasi 
Sistem Informasi Kesejah-
teraan Sosial Next Gene-
ration (SIKS-NG), guna 
pemulihan nama penerima 
bansos.

M e n u r u t  k e b i j a k a n 
Kementerian Sosial (Ke-
mensos),  KPM  yang ter-
bukti sebagai pemain judol 
secara otomatis bantuan 
sosial dihentikan, namun 
dapat dinormalisasi kem-
bali dengan syarat yang 
bersangkutan menutup 
akun judi, kemudian mem-
buat surat pernyataan dan 
ditandatangani di atas me-
terai Rp10.000.

“Surat pernyataan di-
unggah ke SIKS-NG seca-
ra otomatis dokumen itu 
masuk ke Pusat Data dan 
Teknologi Informasi (Pus-
datin) Kemensos untuk 
dilakukan pemulihan,” 
ujarnya.

Ayub menjelaskan dari 
kasus itu kebanyakan dite-
mukan administrasi kepen-
dudukan KPM digunakan 
oleh oknum tertentu tan-
pa sepengetahuan yang 
bersangkutan.

Ia meminta masyara-
kat waspada dan jangan 
sembarangan memberikan 
dokumen kependudukan 
kepada orang maupun 
kerabat tanpa tujuan yang 
jelas.

Karena risiko itu tidak 
hanya berdampak pada 
penghentian bantuan, teta-
pi juga bisa berdampak 

pada rusaknya reputasi fi-
nansial, hingga keterlibatan 
dalam kasus hukum.

“Kami berharap masy-
arakat lebih berhati-hati. 
Pemerintah tegas terdapat 
judol. Bila ditemukan KPM, 
sebelumnya sempat ber-
henti namun mengulangi 
perbuatannya maka bansos 
dihentikan secara perma-
nen, itu sudah menjadi 
konsekuensi,” tuturnya.

Ia juga meminta pen-
damping Program Keluar-
ga Harapan (PKH) maupun 
pendamping sosial lainnya 
memberikan edukasi ke-
pada masyarakat terkait 
dampak dan bahaya judol.

“Masyarakat harus dibe-
ri pemahaman bahaya dan 
konsekuensi judi, supaya 
mereka tidak terjerumus 
ke hal-hal negatif,” ucap 
Ayub Ansyari. ANT

Hasilnya, dalam kurun 
waktu Juli hingga Sep-
tember 2026, sebanyak 13 
tersangka berhasil diaman-
kan. Mereka terdiri dari 11 
laki-laki dan dua perem-
puan yang diduga terlibat 
dalam jaringan peredaran 
maupun penyalahgunaan 
narkotika jenis sabu.

Kasat Narkoba Polres 
Parigi Moutong, IPTU Ni-
cho Eliezer, mengatakan 
pengungkapan tersebut 
merupakan hasil dari rang-
kaian penyelidikan yang 
dilakukan secara intensif. 
Polisi tidak hanya menyasar 
kediaman para terduga pe-
laku, tetapi juga melakukan 
pencegatan di sejumlah 
jalur yang dinilai strategis.

Salah satunya di jalur 
utama Jalan Trans Sula-
wesi, termasuk wilayah 
Desa Toboli dan Desa San-
tigi. Jalur tersebut menjadi 
salah satu perhatian aparat 
karena diduga dimanfaat-
kan sebagai lintasan distri-
busi narkotika.

“Penangkapan paling 
signifikan terjadi di dua 
lokasi terpisah, yakni di 
Desa Onconeraya dengan 
barang bukti 53,68 gram 
bruto sabu, serta di Desa 
Mensung yang menyita 
55,34 gram bruto sabu,” 
ujar Nicho saat jumpa pers 

di Mako Polres Parigi Mou-
tong, Kamis (10/9/2026).

Dari 13 tersangka yang 
diamankan dalam periode 
tersebut, polisi menyita 75 
paket sabu dengan berat 
keseluruhan 155,1 gram.

Jumlah itu turut menam-
bah catatan pengungkapan 
kasus narkotika oleh Sat-
resnarkoba Polres Parigi 
Moutong sepanjang 2026. 
Hingga September, polisi 
telah mengamankan seba-
nyak 336 paket sabu den-
gan total berat 454,17 gram.

Menurut Nicho, para pe-
laku memiliki modus den-
gan memesan dan membeli 
sabu dari wilayah Kayuma-
lue. Barang tersebut kemu-
dian dibawa menuju Parigi 
Moutong untuk diedarkan 
kembali secara eceran.

Sebagian sabu diduga di-
pasarkan di wilayah Parigi 
Moutong dan kabupaten te-
tangga, sementara sebagian 
lainnya digunakan untuk 
konsumsi pribadi.

Pengungkapan kasus 
tersebut, kata Nicho, tidak 
terlepas dari peran masy-
arakat yang memberikan 
informasi kepada kepolisi-
an. Informasi itu kemudi-
an ditindaklanjuti melalui 
penyelidikan hingga aparat 
memperoleh gambaran 
mengenai aktivitas para 

pelaku.
“Pengungkapan ini be-

rawal dari laporan masya-
rakat yang ditindaklanjuti 
dengan penyelidikan men-
dalam dan pencegahan di 
jalan raya oleh Tim Opsnal 
saat tersangka baru kem-
bali membawa barang dari 
Kayumalue,” ungkapnya.

Rangkaian penangkapan 
tersebut menjadi bagian 
dari upaya kepolisian mem-
persempit ruang gerak ja-
ringan narkotika yang men-
jadikan Parigi Moutong 
sebagai wilayah peredaran.

Polisi menegaskan pe-
nindakan tidak berhenti 
pada pengguna, tetapi juga 
diarahkan kepada pihak 
yang memasok dan menge-
darkan narkotika agar mata 
rantai peredarannya dapat 
diputus. 

Atas perbuatannya, para 
tersangka dijerat Pasal 114 
Ayat (1) Undang-Undang 
RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika serta 
Pasal 609 Ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2023 tentang KUHP.

Para tersangka teran-
cam hukuman berat, mulai 
dari pidana penjara hingga 
pidana maksimal sebagai-
mana ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
dikenakan. AJI

SULTENG RAYA - Klase-
men Liga Champions men-
galami perubahan setelah 
kemenangan yang diraih tim 
debutan,  Como dan wakil 
Inggris, Manchester United.

Como dan MU sama-sama 
meraih hasil maksimal di 
kandang sendiri. Como yang 
dimiliki oleh pengusaha In-
donesia keluarga Hartono, 
mengalahkan RB Leipzig 

dengan skor yang meyakin-
kan 4-1, Jumat (11/9) dini 
hari WIB.

MU juga bersukacita di 
kandang sendiri. Bermain di 
Old Trafford, The Red Devils 

mengalahkan tim debutan 
asal Azerbaijan, Sabah FK 
dengan skor 4-0.

Hasil ini menempatkan 
MU di posisi keempat kla-
semen Liga Champions den-

gan koleksi tiga poin. Como 
yang menang 4-1 pada laga 
perdana menempel tim 
asuhan Michael Carrick.

I Lariani, julukan Como, 
menempati posisi kelima 
klasemen dengan poin 
yang sama dengan MU.

Bayern Munchen yang 
menang telak 5-0 atas 
Bodo/Glimt langsung 
menempati posisi kedua 
klasemen. Michael Olise 
dan kawan-kawan berada 
di bawah juara bertahan, 
Paris Saint-Germain (PSG) 
yang menempati puncak 
klasemen usai digelarnya 
matchday pertama.

PSG tetap berada di pun-
cak karena lebih produktif 

dari Bayern. Sebelumnya, 
PSG mengalahkan Slovan 
Bratislava dengan skor 
mencolok 6-1. CNN

Klasemen Liga Champions
1. PSG 	 3 poin
2. Bayern Munchen 3
3. Barcelona 	 3
4. MU 		 3
5. Como 	 3
6. Sporting Lisbon 3
7. Stuttgart 	 3
8. Man City 	 3
9. Aston Villa 	 3
10. Lens 	 3
11. Betis 	 3
12. Dortmund 	 3
13. Liverpool 	 3
14. Madrid 	 3
15. Arsenal 	 3

16. AEK Athens 3
17. AS Roma 	 1
18. Donetsk 	 1
19. Fenerbahce 	1
20. PSV 	 1
21. Villarreal 	 0
22. Club Brugge 0
23. Lille 	 0
24. Slavia Prague 0
25. Atletico 	 0
26. Inter 	 0
27. LASK 	 0
28. Napoli 	 0
29. Galatasaray 0
30. Viking 	 0
31. Porto 	 0
32. Leipzig 	 0
33. Feyenoord 	 0
34. Sabah 	 0
35. Slovan Bratislava 0
36. Bodo Glimt 	0. 

COMO menempel Manchester United di klasemen Liga Champions. FOTO: REUTERS/MATTEO CIAMBELLI
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Menurutnya, mahasiswa 
harus menjadikan perguru-
an tinggi sebagai tempat 
untuk menuntut ilmu, men-
gembangkan kemampuan, 
sekaligus membaca dan 
memanfaatkan berbagai 
peluang yang tersedia.

Hal itu disampaikan Nur-
din Halid saat membawakan 
Orasi Ilmiah di hadapan 
civitas akademika Untad di 
Aula Fakultas Kedokteran 
Untad, Jumat (11/9/2026).

Orasi ilmiah tersebut men-
gangkat tema “Kewirausa-
haan sebagai Pilar Inova-
si, Kemandirian dan Daya 
Saing Bangsa di Era Global”, 
dengan subtema “Kapita-
lisme Rakyat dan Negara 
Versus Kapitalisme Global: 
Jalan Ideologis Menuju In-
donesia Emas 2045.”

“Yang terpenting adalah 
belajar ilmunya, kemudian 
menerapkan ilmunya. Itulah 
yang disebut proses belajar,” 
kata Nurdin.

Ia mengatakan, keberha-
silan seseorang tidak hanya 
ditentukan oleh ijazah yang 
dimiliki, tetapi juga seberapa 
banyak proses dan pengala-
man yang dilalui. Karena 
itu, mahasiswa perlu memi-
liki kemampuan mengelola 
keadaan, menciptakan pel-
uang, menangkap peluang, 
dan memanfaatkannya.

Nurdin kemudian menga-
jak mahasiswa untuk meli-
hat peluang yang muncul 
seiring dengan berbagai 
program pemerintah, sa-
lah satunya pembentukan 
Koperasi Desa/Kelurahan 
Merah Putih (KDKMP).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Prof. Dr. H. A.M. Nurdin Halid, SE., MM saat membawakan orasi 
ilmiah di hadapan mahasiswa Untad, di Aula Fakultas Kedokteran Untad, Jumat (11/9/2026). Foto: 
Amiluddin

Nurdin Halid Ajak Mahasiswa 
Untad Tak Sekadar Kejar Ijazah

SULTENG RAYA – Wakil Ketua Komisi VI 
DPR RI Prof. Dr. H. A.M. Nurdin Halid, SE., 
MM mengingatkan mahasiswa Universitas 
Tadulako (Untad) agar tidak menjadikan ija-
zah sebagai tujuan utama menempuh pendi-
dikan tinggi.

Ia menyebut keberadaan 
KDKMP merupakan ben-
tuk komitmen Presiden RI 
Prabowo Subianto dalam 
menjalankan ekonomi Pan-
casila dan ekonomi konsti-
tusi sebagaimana amanat 
Pasal 33 Undang-Undang 
Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 Ayat 1 
UUD 1945 disebutkan bah-
wa perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama ber-
dasarkan asas kekeluargaan. 
Menurut Nurdin, koperasi 
merupakan bentuk yang 
sejalan dengan prinsip ter-
sebut.

Karena itu, pemerintah 
membentuk sekitar 80 ribu 
KDKMP yang diharapkan 
mampu menjadikan desa 
sebagai pusat perputaran 
ekonomi sekaligus men-
dorong pertumbuhan eko-
nomi nasional.

Ia menjelaskan, desa nan-
tinya dapat menjadi pusat 
distribusi sekaligus bagian 
penting dalam penyaluran 
berbagai kebutuhan masy-
arakat yang mendapatkan 
subsidi pemerintah.

Seluruh masyarakat desa, 

lanjutnya, juga diharapkan 
dapat menjadi bagian dari 
koperasi sehingga tercipta 
semangat kesetaraan, ke-
mandirian, kebersamaan 
dan kekeluargaan.

Nurdin menilai kebera-
daan KDKMP juga mem-
buka peluang besar dalam 
penyerapan tenaga kerja, 
khususnya bagi kalangan 
generasi produktif dan lu-
lusan perguruan tinggi.

Ia memberikan gambaran, 
jika setiap koperasi mampu 
menyerap sedikitnya 10 te-
naga kerja, maka 80 ribu ko-
perasi berpotensi menyerap 
sekitar 800 ribu tenaga kerja.

Karena itu, mahasiswa 
dan alumni perguruan ting-
gi diminta tidak hanya be-
rorientasi menjadi pegawai, 
tetapi mampu menciptakan 
lapangan kerja melalui ber-
bagai peluang usaha yang 
tersedia. 

“Mulai sekarang bentu-
klah dirimu, proseslah diri-
mu, mengadaptasi keadaan, 
memanaj keadaan. Jangan 
bermimpi menjadi pega-
wai,” tegasnya.

Menurutnya, mahasis-
wa maupun alumni Untad 
dapat mengambil peran 
dengan menjembatani KDK-
MP dengan berbagai sektor 
usaha sesuai potensi daerah, 
seperti pertanian, peterna-
kan, kehutanan, kelautan, 
perikanan, pertambangan 
dan pariwisata.

Selain itu, peluang juga 
terbuka melalui program 
Makan Bergizi Gratis (MBG) 
yang membutuhkan berba-
gai komoditas pangan, mu-
lai dari telur, ayam, sayuran, 
ikan hingga beras.

Alumni perguruan tinggi, 
kata Nurdin, dapat meman-
faatkan peluang tersebut 
dengan membangun atau 
mengembangkan koperasi 
yang mampu menjadi pe-
masok kebutuhan program 
tersebut.

“Belum lagi program 
MBG tentu membutuhkan 
telur, ayam, sayur, ikan dan 
beras. Alumni perguruan 
tinggi bisa membuka ko-
perasi untuk menyediakan 
itu semua,” ujarnya.

Untuk mendukung pen-

gembangan usaha tersebut, 
ia juga mendorong maha-
siswa dan alumni meman-
faatkan akses pembiayaan 
melalui perbankan, terma-
suk Himpunan Bank Milik 
Negara (Himbara).

Sementara itu, Rektor 
Untad Prof. Dr. Ir. Amar, ST., 
MT menyampaikan apresia-
si dan terima kasih kepada 
Nurdin Halid yang telah 
berkenan hadir dan berbagi 
pengetahuan dengan civitas 
akademika Untad.

Menurut Prof Amar, keha-
diran Nurdin Halid menjadi 
momentum penting untuk 
memperkaya wawasan ma-
hasiswa, khususnya menge-
nai kewirausahaan dan pe-
nerapannya secara praktis.

“Ini menjadi sebuah mo-
men yang bagus dalam me-
ningkatkan khazanah kita 
atau meningkatkan penga-
yaan pengetahuan, khusus-
nya kepada anak-anak ma-
hasiswa saya, tentang mo-
del-model kewirausahaan 
dan bagaimana pola-pola 
praktisnya,” kata Prof Amar.

Ia menilai pengalaman 

Nurdin Halid yang memiliki 
latar belakang akademisi, 
praktisi sekaligus politisi 
memberikan perspektif yang 
lengkap bagi mahasiswa 
dalam memahami dunia 
kewirausahaan.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Nurdin Halid juga 
memberikan hadiah khusus 
kepada sejumlah mahasiswa 
yang berhasil menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
seusai orasi ilmiah.

Empat mahasiswa Fa-
kultas Kedokteran Untad 
masing-masing Kavindra 
Jannuar, Nur Afifah Nur-
rahma, Daven dan Rania 
Salsabila mendapat hadiah 
berupa kesempatan untuk 
menjalankan ibadah umrah.

Keempat mahasiswa ter-
sebut berhasil menjawab 
pertanyaan yang diberikan 
Nurdin Halid dan Rektor 
Untad.

Selain itu, dua mahasiswa 
lainnya juga memperoleh 
hadiah berupa beasiswa 
meskipun jawaban yang di-
berikan belum sepenuhnya 
sempurna. ENG

SULTENG RAYA- Pakar 
Matematika Universitas 
Tadolako (Untad) Palu, Prof 
Pathuddin mengatakan pen-
getahuan tentang numerasi 
atau matematika anak, harus 
dimulai dari tingkat pendi-
dikan dasar yang menjadi 
pondasi utama untuk men-
gembangkan kompetensi 
individual.

"Dasarnya dari SD, kalau 
anak sudah memahami ma-
tematika di tingkat pendidi-
kan, maka pengetahuan itu 
akan menjadi bekal dalam 
meningkatkan kompetensi 
pada jenjang pendidikan be-
rikutnya," kata Pathuddin, 
Jumat (11/9/2026). 

Ia mengemukakan nu-
merasi dan literasi salah 
satu aspek penunjang mutu 
pendidikan di tanah air, 
maka dari tingkat pendi-
dikan dasar pengetahuan 
tentang bilangan maupun 
penjumlahan harus dikuasai 
peserta didik.

Sebagaimana arah kebija-
kan pemerintah melakukan 
pemerataan pendidikan 
guna memperoleh mutu 
yang baik harus dilihat se-
cara kompleks, mulai dari 
infrastruktur, ketersediaan 
sumber daya tenaga pen-
didik, fasilitas penunjang, 
maupun kemampuan ang-
garan yang digelontorkan.

"Langkah yang perlu di-
lakukan pemerintah saat ini 
pemerataan guru hingga ke 
daerah tertinggal, terdepan 
dan terluar (3T) dengan lite-
ratur memadai. Terlebih te-
naga pendidik bidang studi 
matematika harus berkom-
petensi pada semua jenjang 
pendidikan," ujarnya.

SULTENG RAYA – Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Provinsi Sulawesi Tengah 
melakukan pemantauan se-
jumlah ruang publik di Kota 
Palu pada 7-10 September 
2026. Dalam pemantauan 
tersebut, petugas menemukan 
sejumlah aktivitas usaha yang 
memanfaatkan bahu jalan, 
termasuk usaha tambal ban 
di ruas jalan provinsi.

Petugas tidak langsung me-
lakukan penindakan terhadap 
pemilik usaha. Pendekatan 
persuasif dilakukan dengan 
memberikan penjelasan dan 
teguran agar aktivitas ekono-
mi tetap berjalan tanpa meng-
ganggu fungsi jalan maupun 
keselamatan pengguna jalan.

Kepala Seksi Penegakan 
Peraturan Daerah Satpol PP 
Provinsi Sulawesi Tengah, 

Yusak Orter Apanga, men-
gatakan penggunaan bahu 
jalan perlu mempertimbang-
kan kepentingan masyarakat 
dan fungsi jalan.

“Pendekatannya kami la-
kukan secara persuasif dan 
edukatif. Kami memberikan 
pemahaman sekaligus te-
guran agar aktivitas usaha 
tetap berjalan, tetapi tidak 
mengganggu fungsi jalan dan 
kepentingan masyarakat,” 
kata Yusak.

Menurut dia, pemanfaatan 
bahu jalan tidak dapat dilaku-
kan secara bebas karena bagi-
an tersebut merupakan bagi-
an dari ruang manfaat jalan 
yang memiliki fungsi dalam 
mendukung keselamatan, 
keamanan, kenyamanan, dan 
kelancaran lalu lintas.

Ketentuan tersebut dia-

SATPOL PP Provinsi Sulawesi Tengah saat pemantauan sejum-
lah ruang publik di Kota Palu pada 7-10 September 2026. FOTO: 
DOK SATPOL PP SULTENG

Satpol PP Sulteng Tegur Usaha 
yang Gunakan Bahu Jalan di Palu

tur dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Pemanfaatan Bagian-Bagian 
Jalan Provinsi. Peraturan itu 
mengatur pemanfaatan bagi-
an jalan pada ruang manfaat 
jalan dan ruang milik jalan 
harus memenuhi ketentuan 
perizinan.

Dengan demikian, kebera-
daan usaha di tepi jalan tidak 
serta-merta memberikan hak 
kepada pelaku usaha untuk 
menggunakan bahu jalan se-
bagai tambahan ruang usaha.

Pengaturan mengenai 
penggunaan bahu jalan juga 
terdapat dalam Perda Provinsi 
Sulawesi Tengah Nomor 18 
Tahun 2021 tentang Keten-
teraman, Ketertiban Umum 
dan Pelindungan Masyarakat. 
Dalam ketentuan tertib jalan, 
terdapat larangan melaku-
kan sejumlah aktivitas yang 
mengganggu pengguna jalan, 
termasuk perbaikan kenda-
raan atau tambal ban, parkir, 
bongkar muat, serta menem-
patkan material atau barang 
di bahu jalan.

Yusak mengatakan, pende-
katan persuasif dan edukatif 
menjadi bagian dari upaya 
membangun kesadaran masy-
arakat terhadap aturan yang 
berlaku.

“Yang kami lakukan adalah 
memberikan pemahaman 
terlebih dahulu. Harapan-
nya, masyarakat maupun 
pihak yang menjadi sasaran 
pengawasan dapat memaha-
mi aturan dan secara sadar 
memperbaiki aktivitasnya,” 
ujarnya.

Selain memantau peman-
faatan bahu jalan, Satpol PP 
Sulteng dalam kegiatan ter-
sebut juga melakukan penga-
wasan terhadap kedisiplinan 
aparatur sipil negara (ASN) 
pada jam kerja.

Pemantauan dilakukan di 
sejumlah ruang publik, seperti 
warung kopi, pusat perbe-
lanjaan, kawasan pertokoan, 
kafe, dan taman kota. Petu-
gas menemukan sejumlah 
ASN berada di ruang publik 
pada jam kerja tanpa terlihat 
sedang melaksanakan tugas 
kedinasan.

ASN yang ditemukan ke-

mudian didata dan diberi-
kan imbauan agar mema-
tuhi ketentuan jam kerja serta 
menjalankan tanggung jawab 
kedinasan.

Pengawasan serupa dila-
kukan terhadap pelajar SMA 
dan SMK yang ditemukan 
berada di luar lingkungan 
sekolah saat proses belajar 
mengajar berlangsung. Para 
siswa didata dan mendapat-
kan pembinaan awal sebelum 
diserahkan kepada pihak 
sekolah masing-masing.

Kegiatan pengawasan ter-
sebut mengacu pada Surat 
Edaran Gubernur Sulawesi 
Tengah Nomor 13 Tahun 2025 
terkait disiplin pada jam kerja 
dan proses belajar mengajar.

Sementara itu, pelaksanaan 
penegakan ketenteraman dan 
ketertiban umum mengacu 
pada Perda Nomor 18 Tahun 
2021 yang memberikan lan-
dasan bagi pemerintah daerah 
dalam melakukan pencega-
han, pengawasan, dan pe-
nertiban terhadap gangguan 
ketenteraman dan ketertiban 
umum.

Ketentuan tersebut diper-
kuat dengan Peraturan Guber-
nur Sulawesi Tengah Nomor 
36 Tahun 2023. Khusus pe-
manfaatan bagian jalan pro-
vinsi, Perda Nomor 6 Tahun 
2021 menjadi rujukan dalam 
pengaturan ruang manfaat 
jalan, ruang milik jalan, pe-
rizinan, serta pengawasan 
pemanfaatan bagian jalan.

Yusak menegaskan, ke-
giatan pengawasan bukan 
semata-mata untuk mencari 
kesalahan masyarakat, me-
lainkan memastikan ruang 
publik digunakan dengan 
tetap memperhatikan hak 
dan kepentingan pengguna 
lainnya.

Menurut dia, penertiban 
ruang publik membutuhkan 
kesadaran bersama, baik dari 
masyarakat, pelaku usaha, 
ASN maupun peserta didik.

“Ketertiban bukan hanya 
tanggung jawab petugas. 
Semua pihak harus mema-
hami bahwa ruang publik 
merupakan ruang bersama 
yang penggunaannya harus 
memperhatikan kepentingan 
orang lain,” ujarnya.* ENG

FOTO: ILUSTRASI

Pakar Untad, Pengetahuan Matematika 
Anak Harus Dimulai dari Pendidikan Dasar

Menurut dia, matematika 
salah satu ilmu pengetahuan 
yang memberikan pengaruh 
terhadap sektor pendidi-
kan, maka harus dipahami 
pengaplikasian rumus atau 
logika matematika untuk 
memecahkan masalah.

"Kalau siswa di tingkat 
dasar tidak menguasai pen-
jumlahan maka akan sulit 
menalar pada jenjang beri-
kutnya, sehingga metode 
pembelajaran juga perlu 
disederhanakan supaya para 
siswa mampu menangkap 
materi yang diajarkan," ucap 

Pathuddin yang juga guru 
besar Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Untad.

Menurut dia, secara lahi-
riah manusia memiliki akal 
dan pikiran, maka akal ter-
sebut harus sering diasah 
lewat kegiatan pendidikan 
formal dengan materi pe-
lajaran yang adaptif dan 
berkelanjutan.

"Saya berharap generasi 
muda bangsa semakin ge-
mar belajar meningkatkan 
kapasitas diri. Selain di ru-
ang kelas formal, ruang-ru-

ang lain juga bisa dimanfaat-
kan untuk belajar. Semakin 
banyak literatur maka sema-
kin luas wawasan," katanya.

Sebelumnya Kepala Ba-
dan Kebijakan Pendidikan 
Dasar dan Menengah (BK-
PDM) Kementerian Pendi-
dikan Dasar dan Menengah 
(Kemendikdasmen) Toni 
Toharudin mengumumkan 
adanya tren kenaikan pada 
skor literasi membaca dan 
sains Indonesia pada Pro-
gramme for International 
Student Assessment (PISA) 
2025.

Tren kenaikan itu ada 
pada dua domain utama 
yakni domain literasi sains 
yang naik 6 poin dari 383 
pada PISA 2022 menjadi 389 
serta domain literasi mem-
baca yang juga naik 6 poin, 
dari 359 menjadi 365 poin.

"Ini menjadi bukti perlu-
asan akses pendidikan yang 
signifikan di seluruh wilay-
ah Indonesia, termasuk sejak 
Indonesia beralih penuh 
dari moda paper based test 
(PBT) ke computer based 
test (CBT) mulai PISA 2018,” 
kata Toni. ANT


